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BABIV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Deskripsi Umum Kabupaten Musi Rawas Utara dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Muswi Rawas Utara

1. Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas Utara

Pada tanggal 10 Juli 2013 Kabupaten Musi Rawas Utara resmi terbentuk
dan berdiri serta disahkan berdasarkan Undang — Undang Nomor 16 Tahun 2013
tentang pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan,
termuat dalam Lembaran Negara Repubelik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112.

Setelah terbentuknya Kabupaten Musi Rawas Utara, maka pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan Mengusulkan Kepada Mendagri untuk menerbitkan
Surat Keputusan sebagai Pejabat Bupati Musi Rawas Utara sampai terpilihnya
Bupati Depenitif di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Selanjutnya pengisian anggota dan penetapan DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara pada awal tahun 2015 berasal dari dapil Musi Rawas Utara. Yang
mana 15 orang yang sudah dilantik di Kabupaten induk ditambah dengan 10 orang
hasil dari pemekaran wilayah di Kabupaten Musi Rawas Utara sehinga jumlah
anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berjumiah 25 orang.

Secara geografis, letak Kabupaten Musi Rawas Utara yang merupakan salah
satu Kabupaten paling barat di Provinsi Sumatera Selatan yang berbatasan dengan
Provinsi Jambi di bagian Utara, Kabupaten Musi Rawas di bagian Selatan,
Provinsi Bengkulu di bagian Barat dan Kabupaten Musi Banyuasin di bagian

Timur, Luas wilayah secara keseluruhan 600.865,51 Ha, Lahan di Kabupaten
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Musi Rawas Utara paling banyak dimamfaatkan sebagai lahan pertanian bukan
sawah, yang mencapai 77,29 % dari total luas lahan. 24,80 % diantaranya
merupakan lahan perkebunaan baik yang dimiliki masyarakat maupun yang
dikelola perusahaan. Untuk persawahan hanya sebesar 2,56% dari total luas
Kabupaten, Kabupaten Musi Rawas Utara dialiri oleh dua sungai utama yang
umumnya dapat dilayari, yakni Sungai Rupit dan Sungai Rawas. Selain sungai
juga memiliki danau yankni danan Raya dan waduk Bukit Ulu. Wilayah ini
memiliki iklim tropis dan basah dengan curah hujan rata-rata perbulan sebesar
324mm dengan rata-rata hari hujan 16 hari per bulannya,

Menurut data BPS, Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun 2013
memiliki penduduk sebanyak 177.800 jiwa, dengan kepadatan 29 jiwa/km*
Penduduk Kabupaten ini masih berpusat di Kecamatan Rupit yang menjadi
Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di antara kecamatan lainny,
yakni sebanyak 80 jiwakm’ , sedangkan yang terendah yaitu kecamatan Ulu
Rawas dengan kepadatan 7 jiwa/km® . Secara administrasi, Kabupaten Musi
Rawas Utara terbagi menjadi 7 Kecamatan. Dalam 7 Kecamatan terbagi lagi
menjadi wilayah administrasi lebih kecil dengan total 89 wilayah, yang terdiri dari
82 wilayah desa dan 7 wilayah kelurahan.

Di tahun 2013, produksi padi sawah di Kabupaten Musi Rawas Utara
sebesar 27.429 ton dari luas panen sebesar 6.578 Ha. Sedangkan untuk komoditas
padi lading, berproduksi sebesar 14.871 ton dari luas panen sebesar 5.653 Ha.
Selain tanaman padi, di Kabupaten Musi Rawas Utara juga ditanami tanaman
palawijah seperti ketela pohon, ketela rambat, kacang hijau, kacang kedelai,

jagung dan kacang tanah. Kabupaten Musi Rawas Utara telah lama dikenal
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sebagai daerah penghasil tanaman perkebunan khususnya karet dan kelapa sawit.
Dimana karet dapat mencapai 127.043 ton. Sedangkan kelapa sawit mencapai
37.740 ton. Selain itu di Kabupaten ini juga di usahakan komoditas lain seperti
kelapa, kopi, kayu manis, pinang dan lain-lain.

Keberadaan hutan di kabupaten Musi Rawas Utara yang termasuk kawasan
Taman Nasional Kerinci Seblat {(TNKS), yang membuat daerah ini menjadi salah
satu wilayah penyangga (buffer) di Provinsi Sumatera Selatan. Selain keuntungan
ekologis hutan juga dapat memberikan keuntungan ekonomis. Dari total luas
hutan 604.020,92 Ha di kabupaten ini, seluas 365.750,85 (60,55 %) merupakan
hutan’kawasan budidaya yang dimamfaatkan sebagai hutan produksi untuk
pengusahaan tanaman kehutanan seperti kayu-kayuan, sedangkan sisanya berupa
hutan tetap/kawasan non budidaya. Komoditas kehutanan berupa kayu-kayuan
yang mempuyai produksi paling besar di tahun 2013 adalah kayu dari jenis akasia,
dengan produksi 393.412,94 ton. Populasi sapi potong di Kabupetn Musi Rawas
Utara tahun 2013 adalah sebanyak 1.518 ekor, sedangkan kerbau 4.446 ekor. Dari
kelompok temak kecil, populasi kambing dan domba sebanyak 11.974 ekor dan
1.497 ekor. Sementara dari kelompok ternak unggas, populasi terbanyak berasal
dari jenis ayam buras, yakni 179,603 ckor, diikuti oleh jenis ayam ras pedaging
127.200¢kor dan itik/entok 37.070 ekor.

Sektor wisata yang luarbiasa banyak terdapat di Kabupaten Musi Rawas
Utar, seperti Danau Raya, Goa Napal Licin, Bendungan Bukit Utu, Tambang mas
eks BTM dan banyak lagi yang lainnya.Selanjutnya masyarakat Kabupaten Musi
Rawas Utara merupakan masyarakat yang relijius terlihat dari keberadaan

penduduknya yang paling banyak menganut agama Islam kemudian Kristen
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Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Untuk mendukung kegiatan ibadah
umat beragama, telah dibangun 154 unit masjid, 25 unit musolah, 102 langar dan
1 pura. Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyediakan sarana dan
prasaran kesehatan di antaranya rumah sakit dan puskesmas. Hingga tahun 2013,
di Kabupaten Musi Rawas terdapat 1 Unit rumah sakit, 8 unit Puskesmas, 48 unit
Pustu, 6 Balai Pengobatan, 1 klinik Bersalin, 142 Posyandu, dan 40 polindes.
Selain kesehatan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sangat memperhatikan
pendidikan dimana tersedianya 60 unit TK, 123 unit SD, 27 unit SMP, 8 unit
SMA dan 1 unit SMK yang meliputi sekolah negeri dan swasta.

Kabupaten Musi Rawas Utara terkandung potensi sumber daya alam
pertambangan yang beragam dan melimpah, baik migas maupun nom migas.
Produksi minyak bumi berdasarkan hasil lifing di tahun 2013 mengalami
peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi minyak bumi naik dari
2.153,43 ribu barel menjadi 2.255,26 ribu barel di tahun 2013, sedangkan
produksi gas bumi turun dari 139.864,18 ribu MMBTU menjadi 127.752,86 ribu

MMBTU.

2, Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi

Rawas Utara

1. Kedudukan dan Fungsi, Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara
pemerintahan daerah disamping pemerintah daecra. DPRD merupakan lembaga

Legislatif di daerah, DPRD mempuyai kekuasaan untuk mengesahkan PERDA,
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menetapkan APBD bersama Ekskutif (Kepala Daerah) dan melakukan fungsi
pengawasan kedudukan DPRD dipisahkan dari pemerintah daerah sesuai dengan
bunyi Pasal UU No 22 tahun 1999 ayat (1) . Bahwa di daerah dibentuk DPRD
sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah daerah sebagai Badan Ekskutif
daerah. Sedangkan Pemerintah daerah terdiru atas Kepala Daerah beserta
perangkat daerah lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai tiga fungsi utama :

1. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daearh

2. Fungsi angaran, yaitu memetapkan anggaran

3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya
pemerintaban dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketiga fungsi tersebut di atas DPRD mempuyai tugas dan

wewenang yaitu :

1. Membentuk PERDA, yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapatkan persetujuan bersama;

2. Membahas dan menyetujuirancangan PERDA tentang APBD bersama
dengan Kepala Dagrah;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan
Perundang-undangan lainya, Peraturan Kepala Daerah, APBD,
Kebijakan Pememtah Daerah dalan melaksanakan program
pembangunan Daerah, dan kerja sama Internasional di Daerah.

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil
Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negri bagi

DPRD Provinsi dan melalui Gubernur bagi DPRD Kabupaten/Kota.
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5. Memilih Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan jabatanWakil
Kepala Daerah;

6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah

terhadap rencana perjanjian Interasional di daerah;

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional

yang dilakukan Pemerintah Daerah;

8. Meminta laporan keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah dalam

penyelengaraan Pemerintah Daerah;

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagai Intitusi, anggota
DPRD secara individu juga memiliki hak-hak berdasarkan PP No.6 tahun 2010
antara lain :

1. Mengajukan rancangan PERDA ;

2. Mengajukan pertanyaan;

3. Menyampaikan usul dan pendapat;

4. Memilih dan dipilih;

5. Membela diri;

6. Imunitas;

7. Mengikuti orientasi

8. Hak protokoler

9. Keuangan dan administrasi

Selain hak-hak secara Institusi maupun hak Individu anggota DPRD harus

menjalankan ketiga fungsi utamanya dengan baik. Bagaiman pelaksanaan fungsi-
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fungsi tersebut berjalan dengan baik. Dengan pemahaman yang baik anggota
DPRD dapat menjalankan ketiga funsi utamanya, ketiga fungsi itu adalah fungsi
Legislasi, fungsi angaran dan fungsi pengawasan. Hal ini harus dijalankan
anggota DPRD secara etis dan propesional. Dengan pemahaman yang mendalam
mengenai etika politik tentu setiap anggita DPRD mampu menepatkan dirinya
secara propesional, baik dalam bicara maupun bersikap maupun bertindak serta
tidak melupakan posisinya sebagai wakil rakyat yang memilihnya. Sebagi salah
satu contoh adalah tidak etis jika anggota DPRD dipandang meminta jatah proyek
kepada kepala daerah hal ini menjadi gambaran bahwa kepentingan pribadi dan
golonanlah yang diutamakan ketimbang kepentingan rakyat yang diwakilinya. Hal
semacam ini harus ditangkap sebagai pengalaman berharga untuk masa-masa
mendatang, dalam Kartiwa, (2001:64).

Badan legislasi menurut Budi Harjo (1968:173) badan legislatif adalah
lembaga yang Yegislase’ atau membuat Undang-undang. Anggota-anggotanya
dianggap mewakili rakyat ; “maka badan ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat
{DPR) nama lain yang sering dipakai adalah parlemen™ Dewan perwakilan Rakyat
diangap merumuskan kemauan rakyat atau umum hak ini menentukan kebijakan
umnum (public policy).

Fungsi badan legislasi daerah fungsi dalam kontek ilmu politik adalah
sebagal sebuah substansi peran dari suatu struktur atau yang diterangkan oleh
termasuk fungsi legislative. Dengan demikian fungsi legislative menunjuk pada
substansi peran yang harus dilakukan lembaga legislative. Merujuk pada UU
No.10 tahun 2004 pasal (1) ayat 10 proses legislasi daerah hendaknya dilakukan

dalam kerangka yang terencana, terpadu dan sitematis,
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Legislasi daerah adalah intrumen perencanaan program di dacrah termasuk
di dalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan setidaknya
melalui dua jalur. Pertama melalui jalur inisiatif ekskutif dimana sebuah
rancangan masuk ke DPRD dari Ekskutif kemudian di bahas di rapat dewan
berdsarkan Pansus-pansus yang membidangi rancangan yang diajukan. Kemudian
jalur kedua adalah melalui inisiatif DPRD. Perda-perda inisiatif DPRD berupa
usunian — usulan kemudian ditindak lanjuti oleh Ekskutif karena DPRD tidak
memiliki kapasitas untuk menyusun legal draf.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemeritah daerah mengatakan
bahwa DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat dacrah dan berkedudukan
sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah unsur pemeritahan daerah yang dipilih melalui PEMILU, DPRD
juga mempuyai tugas legislasi, angaran dan pengawasan.

Fungst legislasi DPRD dalam konteks ilmu politik diartikan sebagai sebuah
substansi peran dari svatu struktur atau yang diterangkan fungsi legislative.
Dengan demikian fungsi legislasi menunjuk pada substansi peran yang harus
dilakukan lembaga legisiative. Pada UU No.10 tahun 2004 pasai (1) ayat 10
proses legislasi didaerah hendaknya dilakukan dalam kerangka yang terrencana,
terpadu dan sistematis. Legislasi daerah adalah intrumen perencanaan program di
daerah termasuk di dalamnya adalah penyusunan RAPERDA. Proses penyusunan
setidaknya melalui dva jalur. Pertama melalui jalur inisiatif ekskutif dimana
sebuah rancangan masuk ke DPRD dari Ekskutif kemudian di bahas di rapat

dewan berdsarkan Pansus-pansus yang membidangi rancangan yang diajukan.
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2. Susunan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakrat Daerab Kabupaten

Musi Rawas Utara

Struktur organisasi keanggotaan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Masa Jabatan 2014 — 2019 berdasarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 yang

telah diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5

tahun 2015, tentang tata tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 Nomor 8). Jumiah anggota

DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 25 orang yang terdiri dari

berbagai Partai politik peserta pemilu tahun 2014 . berdsarkan hasil Pemilihan

Umum tahun 2014 jumlah anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara periode

2014-2019 berdasarkan asal partai politik dapat disajikan pada table berikut ini :

Tabel 4.1
Jumlah Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara Periode 2014-2019
Berdasarkan Asal Partai Politik
Ne NAMA PARTAI POLITIK JUMLAH KET
1. | Partai GERINDRA 3 Orang Suara Terbanyak I
2. | Partai HANURA 3 Orang Suara Terbanyak II
3. | Partai Amanat Nasional 3 Orang Suvara Terbanyak 11T
4. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2 Orang
5. | Partai Demokrat 2 Orang
6. | Partai Nasional Demokmat 2 Orang
7. | Partai Golongan Karya 2 Orang
8. ! Partai Bulan Bintang 2 Orang
9. 3 Partai Persatuan Pembanguan 2 Orang
10. j Partaj Keadilan Sejahlera 2 Orang
11. | Partai Kebangkitan Bangsa 1 Orang
12. | Partai PKP1 1 Orang

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Partai GERINDRA memperoleh
suara terbanyak dan mempuyai 3 orang wakil di DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara. Kemudian DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk Fraksi-fraksi.
Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan partai politik yang
memperoleh kursi di DPRD. Bagi anggota DPRD yang tidak dapat memnuhi
ketentuan jumlah kursi untuk membentuk fraksi maka dapat mengabungkan diri
dengan fraksi lain atau membentuk fraksi sendiri atau fraksi gabungan.

Kemudian DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara membentuk alat
kelengkapan DPRD, terdiri dari Pimpinan DPRDY/ Unsur pimpinan, Panitia
Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan, Panitia Anggaran, Badan

Legislasi, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan.

3. Frakis — Fraksi di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Fraksi merupakan perpanjangan tangan partai politik di DPRD. Fraksi
adalah pengelompokan anggota DPRD berdsarkan Partai Politik. Setiap anggota
DPRD wajib berhimpun dalam suatu fraksi. Jumlah anggota fraksi sekurang-
kurangnya sama dengan jumlah Komisi yang ada di DPRD.

Bagi anggota DPRD yang partai politiknya tidak mencukupi untuk
membuat fraksi maka anggota tersebut dapat bergabung dengan fraksi lain atau
membentuk fraksi gabungan. Struktur organisai fraksi terdiri dari Ketua, Wakil
Ketua, Sekretaris dan anggota yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi. Di DPRD
Kabupten Musi Rawas Utara terdiri dari 5 (lima) Faksi. Dari kelima fraksi
tersebut terdapat 3 (tiga) fraksi penuh dan 2 (dua) Fraksi gabungan.

Berdasarkan Kepeutusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Musi Rawas Utara. Nomor : 1 / KPTS / DPRD / 2015 perubahan keputusan
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 /

KPTS / DPRD / 2015 tentang Nama Fraksi dan Komposisi Faksi —

fraksi Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabtan 2014 —

2019. Sebagai berikut :

Tabel 4.2

Fraksi — fraksi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan

2014 -2019

(1). Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

NO NAMA JABATAN
1. | DODOI KANA,Am.Kep Ketua
2. | TAUFIK ANWAR, SE Wakil Ketua
3. | MUHAMAD HADI Sekretaris
4. | EFRIYANSYAH,S.Sos Anggota
5. | Drs. IDIL WAHYUDIN NOOR, M.Si Anggota
(2). Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
NO NAMA JABATAN
1. | A. BASTARI IBRAHIM,SH Ketua
2. | EDI SUKAMTO,SE Wakil Ketua
3. | BAKRISE Sekretaris
4. | HENDRI Anggota
(3). Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN)
NO NAMA JABATAN
1. | H.A SUHADAK Ketua
2. | PAHIRIN ASKAD Wakil Ketua
3. | M. RUSLAN, SE Sekretaris
4. | IWAYAN KOCAP, S.Pd Anggota
5. | AMRI SUDARYONQ, SE Anggola
(4). Faksi Perjuangan Perubahan Indonesia
NO NAMA JABATAN
1. | H. RUDI HARTONO Ketua
2. | Ir. ARTUNA JIPRI Wakil Ketua
3. | AHMAD YUDI NUGRAHA, SH, MkN Sekretaris
4. | DEVI ARIANTO Anggota
5. | DESI LESMAYANTIE, S.Pd.1 Anggota
(5). Fraksi Karya Bintang Keadilan
NO NAMA JABATAN
1. { HASRAN AKWA, SH Keta
H. ANANG SUPRI, SH Wakil Ketua
HERMANSYAH SAMSIAR, MPd.1 Sekretaris
H.M. ASIR, S.Pd.1 Angpola
SUYADISE Anggota
YULIANA, S.Tr Anggota

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah fraksi yang ada di DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara berjumlah 5 (lima) fraksi yaitu : Fraksi Partai
GERINDRA, Fraksi Partai HANURA, Fraksi Partai PAN, dan 2 (dua) fraksi
gabungan yaitu fraksi Perjuangan Perubahan Indonesia dan fraksi Karya Bintang
Keadilan. Namun pada fraksi GERINDRA, HANURA, dan PAN ada juga
anggota DPRD dari partai lain menggabungkan ke fraksi tersebut.

4. Alat Kelengkapan Dewan
a. Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Pimpinan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD merupakan kesatuan
pimpinan bersifat kolektif yang mencerminkan dari anggota DPRD yang ada di
DPRD. Berdasarkan keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Tertib
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara. Sesuai dengan
pasal 39 ayat (2) Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Tata
Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, bahwa pimpinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (3) dan (4) berasal dari partai politik berdasarkan
perolehan kursi terbanyak di DPRD. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai
politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari Partai Politik yang
memperoleh suara terbanyak. Partai politik yang berbak mengisi kursi pimpinan
DPRD sebagaimana dimaksud, menyampaikan | (satu) orang calon pimpinan
DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk di umumkan dan ditetapkan
dalam rapat paripuma DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. Selanjutnya
pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada

Gubemnur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
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Pimpinan DPRD mempuyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat

(1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 22) yaitu :

1.

Memimpin siding DPRD dan menyimpulkan hasil siding untuk diambit

keputusan;

. Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara

ketua dan wakil ketua;

. Melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan

materi kegiatan dan alat kelengkapan DPRD;

. Menjadi juru bicara DPRD;
. Melaksanakan dan memasarakatkan keputusan DPRD;
. Mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;

. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/intansi lainnya

sesuai dengan keputusan DPRD;
Mewakili DPRD di Pengadilan
Melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau

rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. Menyusun dan membahas rencana anggaran DPRD bersama Pimpinan Fraksi,

pimpinan alat kelengkapan DPRD dan sckretariat DPRD yang pengesahannya

di lakukan dalam Rapat Paripuma internal;

11. Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD

dalam yang khusus diadakan untuk itu.

Berikut ini susunan pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa

Jabatan 2014 — 2019 dapat di sajikan sebagai berikut :
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Tabel 4.3
Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan
2014 -2019
NO NAMA JABATAN FRAKSI
1. | EFRIANSYAH, S.Sos Ketua GERINDRA
2. | HENDRI Wakil Ketua | HANURA
3. | . WAYAN KOCAP, S.Pd Wakil Ketua I PAN

Sum.ber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari table 4.3 di atas dapat diketahui bahwa unsur Pimpinan DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan 2014 — 2019 adalah : Effiansyah,
S.Sos sebagi Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara berasal dari partai
politik GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), Hendri sebagi Wakil Ketua I
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara barasal dari Partai politik HANURA (Hati
Nurani Rakyat), I. Wayan Kocap, §.Pd sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten

Musi Rawas Utara berasal dari Partai Politik PAN (Partai Amanat Nasional )

b. Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Badan
Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah
anggota dan paling banyak )4 (setengah) dari jumlah anggota DPRD. Susunan
keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripuma setelah
terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi. Badan
Musyawarah terdin dari unsur pimpinan DPRD dan utusan fraksi berdasarkan
perimbangan jumlah anggota fraksi DPRD dengan perincian sebagai berikut :
fraksi beranggotakan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) orang utusan 1 (satu) orang.

Fraksi beranggotakan 4 (empat) orang keatas utusan 2 {dua) orang. Ketua dan
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wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah

merangkap anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan

Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Badan Musyawarah DPRD mempuyai tugas sebagaimana diatur dalam

pasal 51 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 25)

yaitu :

1. Menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tabun siding, 1 (satu) masa
persidangan, atau sebagian dari satu masa siding, perkiran waktu penyelesaian
suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah,
dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;

2. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis
kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD:

3. Meminta dan atan memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD
yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan
tugas masing-masing;

4. Menetapkan jadwal acara rapat DPRD, Memberi saran/pendapat untuk
memperlancar kegiatan,

5. Merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan Melaksanakan tugas lain
yang diselengarakan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.

6. Badan Musyawarah akan mengatur jadwal kegiatan DPRD pada setiap bulan,

yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak berdasarkan hasil keputusan rapat.

Dari urajan tugas diatas badan musyawara DPRD merupakan svatu wadah

DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur
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sesuai dengan Tatatertib DPRD yang telah disepakati secara bersama diawal masa
jabatan DPRD.

Berikut ini susunan Badan Musywarah DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara masa jabatan 2014 — 2019 dapat di sajikan sebagai berikut :

Tabel 4.4
Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa
Jabatan 2014 - 2019

NO NAMA JABATAN
1. | EFRIYANSYAH, S.Sos Ketua
2. | HENDRI Wakil Ketua I
3. |LWAYAN KOCAP, S.Pd Wakil Ketua II
4. | DODOI KANA, Am. Kep Anggota
5. |TAUFIK ANWAR, SE Anggota
6. |A.BASTARI IBRAHIM, SH Anggota
7. |BAKRI SE Anggota
8. |PAHIRIN ASKAD Anggota
9. ‘M. RUSLAN, SE Anggota
10. |[YULIANA, S.Tr Anggota
11. |SUYADI, SE Anggota
12. {Ir. ARJUNA JIPR] Anggota
13. |DESI LESMAYANTI, S.Pd.] Anggota
14. |SEKRETARIS DPRD Sekretaris Banmus Karena
Jabatannya

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015
Dari data di atas dapat diketahui bahwa Unsur pimpinan merupakan Ketua
dan wakil ketua karena jabatannya. Selanjutnya anggota Badan Musyawarah
berasal dari utusan fraksi-fraksi di DPRD. Kemudian Sekretaris DPRD karena

jabatannya sebagai sekretaris Badan Musyawarah.

c. Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan
DPRD yang bersifat tetap. Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan
keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud berjumlah

3 (tiga) orang berdsarkan usul dari fraksi masing-masing 1 (satu) orang dan
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ditetapkan dalam rapat paripuma. Pimpinan Badan Kehormatan terdiri dari 1
(satu) orang ketua, satu (1) orang wakil ketua dan satu orang anggota yang dipilih
dari dan oleh anggota Badan K ehormatan. Masa tugas anggota Badan Kehormatan
ditetapkan 1 (satu) tabun dan dapat ditempatkan kembali atas persetujuan fraksi.

Tabel 4.5
Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa
Jabatan 2014 - 2019

NO NAMA JABATAN
1. | H. RUDI HARTONO Ketua
2. |M.HADI Wakil Ketua
3. | HASRAN AKWA, SH Anggota

Sumber : Dokumentasi Sckretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah Badan Kehormatan terdiri
dari 3 (tiga) orang yang H.Rudi Hartono Sebagai Ketua Badan Kehomatan, M.
Hadi sebgai Wakil Ketua Badan Kehormatan, Hasran Akwa,SH sebagai anggota

Badan Kehormatan.

d. Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan
DPRD dan permuiaan tabun siding. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah
ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah
anggota komisi. Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah
anggota satu komisi di DPRD. Anggota Bdan Legisiasi Daerah diusulkan masing-
mnasing fraksi sejumlah 2 orang dengan mencerminkan perwakilan komisi,

Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (saatu) orang ketua dan | (satu)
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orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah

berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

Pada tahun anggaran 2015 RAPERDA yang diajukan oleh pihak
Eksekutif kapada Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara . Yang
ditargetkan 44 RAPERDA. Akan tetapi haya 14 PERDA yang dapat dibahas dari
14 PERDA yang diajukan itu hanya 13 PERDA yang dapat disetujui. I} PERDA
belum dapat disetujui.

Badan Lagislasi Daerah DPRD mempuyai tugas sebagaimana diatur dalam
pasal 59 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 29)
yaitu :

1. Menyusunya rancangan program legislasi dacrah yang memuat daptar urutan
dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun
anggaran di lingkungan DPRD;

2. Koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan
pemerintah daerah;

3. Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program
prioritas yang telah ditetapkan;

4. Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan peraturan daerahyang diajukan anggota, komisi dan/ atau gabungan
komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada
pimpinan DPRD;

5. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan

oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan
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peraturan daerah tahun berjalan atau diluar rancangan peraturan dacrah yang
terdaptar dalam program legislasi daerah;

6. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi
muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau
panitia khnsus;

7. Memberi masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan dacrah
yang ditugaskan oieh Badan Musyawarah; dan

8. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah
maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh

komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Badan Legislasi berupa,
membuat rancangan program legislasi daerah, koordinasi untuk menyusun
program legislasi daerah, menyiapkan rancangan peraturan daerab atas usul
anggota DPRD, melakukan pengharmonisasian rancangan peraturaan daerah,
memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah, mengikuti
perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembebasan materi muatan
rancangan peraturan dacrah, memberi masukan kepada pimpinan DPRD atas
rancangan peraturan daerah, dan membuat laporan kinerja pada masa akhir
keanggotaan DPRD. Dengan demikian badan legislasi merupakan motor pengerak
dalam  merancang rancangan legislasi daerah. Merupakan wadah dalam
engevaluasi atau mengharmonisisai setiap RAPERDA vyang akan dibahas.
Memberikan masukan-masukan kepada unsur pimpinan agar RAPERDA yang
akan dibahas dapat diterima oleh semua pihak dan tidak menjadi masalah dimasa

yang akan datang.
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Berikut tabel Badan Legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Tabel 4.7
Badan Legislasi DPRD Kabupatea Musi Rawas Utara Masa Jabatan
2014 - 2019
NO NAMA JABATAN
1. | TAUFIK ANWAR, SE Ketua
2. | AMRI SUDARYONO, SE Wakil Ketua
3. | HSUHADAK Anggota
4, [ M. HADI Anggota
5. | H. ANANG SUPR!, SH Anggota
6. | H. M. ASIR, S.Pd.1 Anggota
7. | BAKRI, SE Anggota
8. | AABASTARIIBRAHIM, SH Anggota
9. | DESI LESMAYANTI, S.Pd.I Anggota
10. | DEVI ARIANTO Anggota
11. | SEKRETARIS DPRD Sekretaris Banleg Karcna
Jabatannya

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015
Dari table di atas dapat diketahui bahwa jumlah anggota Badan Legislasi
Daerah Berjumlah 10 {sepuluh) orang, yang diketuai oleh Taufik Anwar, SE,
sedangkan Wakil Ketua Badan Legislasi daerah adalah Amri Sudaryono, SE dan 1

Sekretaris Bandan Legislasi daerah karena jabatannya,

¢. Komisi — Komisi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD vyang bersifat tetap dan
dibentuk oleh DPRD pada awal mnasa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota
DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah
anggota setiap komisi diupayakan berimbang. Ketua, wakil ketua dan sekretaris
komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripuma
DPRD. Penepatan anggota dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain
didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. Masa
tugas Ketua , Wakil Ketua, Sekretaris komisi dan anggota DPRD di komisi

ditetapkan 1 {satu) tahun dan dapat ditetapkan kembali atas persetujuan fraksi.
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Komisi — komisi DPRD mempuyai tugas sebagaimana diatur dalam pasal

53 Tata Tertib DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara (2015 : h 27) yaitu :

1. Mengupayakan terlaksananaya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

2. Melakukan pembahasan tahapan, rancangan peraturan daerah, rancangan
APBD dan rancangan keputusan DPRD;

3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD
sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang
disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;

5. Menerima, menampung dan membahas serta menin dak lanjuti aspirasi
masyarakat;

6. Memperhatikan upaya peningkatan kescjahteraan rakyat di dacrah;

7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan
pimpinan DPRD;

8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;

9. Mengajukan usul kegiatan kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam
ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

10.Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanan

tugas komisi.

a. Komisi |
Komisi | mempuyai rincian tugas bidang yang meliputi :
1. Pemerintahan

2. Kependudukan dan catatan sipil;
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3. Pemberdayaan Perempuan, keluarga berencana dan perlindungan anak;

4. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan;

5. Ketenagakerjaan dan transmigrasi;

6. Sosial politik;

7. Organisasi masyarakat;

8. Keamanan , ketertiban dan perlindungan masyarakat;

9. Humas protokol;

10. Kepegawaian dan aparatur;

11. Hukum dan organisasi

12. Pendidikan dan kebudayaan,

42656.pdf

Untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi dari Komisi I, Berikut dapat

disajikan susunan keanggotan Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

tahun 2015 sebagai berikut :

Tabel 4.8
Komisi I DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 -
2019
NO NAMA JABATAN
1. | BAKRLSE Ketua
2. | DEVI ARIANTO Wakil Ketua
3. | AYUDINUGRAHA,SH, M .kn Sekretaris
4. | DODOI KANA, Am.Kep Anggota
5. | AMRISUDARYONO, SE Anggota
6. | HASRAN AKWA, SH Anggota
7. | HERMANSYAH SYAMSIARM.Pd.I | Anggota

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari tabel diatas dapat dijelasakan bahwa anggota dari komisi I berjumiah

7 (Tujuh) orang dengan ketua komisi yaitu Bakri,SE, yang didampingi Wakil
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Ketua Devi Arianto serta Sekretaris A. Yudi Nugraha, SH, M.Kn

komisi I.

b. Komisi 11

Komisi IT mempuyai bidang tugas meliputi :

1. Perindustrian, perdagangan dan koprasi;

2. Pertanian, perternakan dan ketahanan pangan;

3. Perkebunan dan kehutanan;

4. Keuangan dagrah;

5. Retribusi,Asset daerah, Perpajakan;

6. Penanaman modal,Perizinan;

7. Perekonomian dan SDA,Kesehatan,Pariwisata, pemuda dan olahraga;

8. BUMN dan BUMD.

42656.pdf

. dan anggota

Untuk menjalankan bidang tugas dari komisi II, beritkut disajikan tabel

susunan keanggotaan komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa jabatan

2014-2019.
Tabel 4.9
Komisi II DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 -
2019
NO NAMA JABATAN
1. | PAHIRIN ASKAD Ketua
2. | ABASTARI IBRAHIM, SH Wakil Ketua
3. | M. HADI Sekretaris
4, | TAUFIK ANWAR, SE Anggota
5. | M. RUSLAN, SE Anggota
6. | H. ANANG SUPRI, SH Anggota
7. | HM. ASIR, S.Pd.1 Anggota
8. | H. RUDI HARTONO Anggota

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab, Musi Rawas Utara 2015
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c. Komisi ITT
Komisi Il mempuyai bidang tugas meliputi :
1. Pekerjaan umum;
2. Pembangunan daerah;
3. Pemetaan dan tata ruang wilayah;
4. Pemetaan dan pengawasan bangunan;
5. Perumahan rakyat;
6. Penecrangan jalan umum;
7. Pertambangan, energy dan lingkungan hidup;
8. Kesejahteraan sosial,
9. Perhubungan, komunikasi dan informatika;
10. Kebersihan dan pertasmanan;
11. Kesejahteraan rakyat.
Untuk menjalankan bidang tugas dari komisi III, berikut disajikan tabel
susunan keanggotaan komisi [ DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masa

jabatan 2014-2019.

Tabel 4,10
Komisi III DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan 2014 -
2019
NO NAMA JABATAN
1. | SUYADI, SE Ketua
2. | Ir. ARJUNA JIPRI Wakil Ketua
3. | HLEDI SUKAMTO,SE Sekretaris
4. | Drs.H.IDIL WAHYUDIN NOOR,M.Si | Anggota
5. | YULIANA, S.Tr Anggota
6. | DESILESMAYANTI, S.Pd.l Anggota
7. | HA. SUHADAK Anggota

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRI Kab. Musi Rawas Utara 2015
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa komisi 11l DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara berjumlah 7 (tujuh) orang dengan Ketua Komisi 11l adalah Suyadi,
SE yang didampingi Wakil Ketua Ir. Arjuna Jupri dan Sekretaris Komisi 11 H.Edi
Sukamto, SE.

Dari table 4.8, 4.9 dan 4.10 dapat diketahui jumlah komisi yang ada di
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Berjumlah 3 (tiga) komisi. Ketiga komisi
tersebut mempuyai (ugas masing-masing. Secara garis besar komisi (satu)
membidangi bidang pemerintahan, komisi II membidangi bidang perekonomian
dan kevangan dan komisi III membidangi bidang Pembangunan dan
Kesejahteraan rakyat.

Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain
berupa panitia khusus. Panitia khusus sebagaimana dimaksud merupakan alat
kelengkapan DPRD yang sifatnya tidak tetap. Panitia khusus sebagaimana
dimaksud dibebtuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah

mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada Bab ini membahas mengenai kinerja DPRD dalam menjalankan
fungsi legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi
Sumatera Selatan. Dalam pembahasan Kinerja DPRD kabupaten Musi Rawas
Utara tahun 2015 dilihat dari 7 (tujuh) Indikator yang dikemukakan oleh Hersey
dkk dalam Wibowo (2016:86-88) dalam bukunya berjudu Manajemen Kinerja
yaitu 1) Tujuan, 2.) Standar 3.) Umpan Balik, 4). Alat atau Sarana, 5).

Kompetensi, 6). Motif, 7). Peluang. Aspek yang ingin diukur dalam kegiatan
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ialah melihat bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara.

Untuk melihat sejauvhmana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara tahun 2015. Maka untuk meliahat sejauh mana pelaksanaan
fungsi legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan memperhatikan
indicator — indicator kinerja yang mempuyai tujuh (tujuh) aspek.
1. Tujuan

Tujuan merupakan keadaan yang membedakan secara aktif dicari oleh
seorang individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung
makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan
sebuah keinginan.

Tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih baik yang ingin dicapai di
masa yang akan dating. Dengan demikian, tujuan menunjukkan arah kemana
kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk
mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan kinerja individu, kelompok
dan organisaasi. Kinerja individu maupun organisasi berhasil apabila dapat
mencapai tujuan yang diinginkan.

| Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, merupakan
lembaga perwakilan rakyat daerah dan merupakan salah satu unsur penyelenggara
pemerintahan daerah disamping pemerintah daera. DPRD merupakan lembaga
Legislatif di daerah, DPRD mempuyai kekuasaan untuk mengesahkan PERDA,
menetapkan APBD bersama Ekskutif (Kepala Daerah) dan melakukan fungsi
pengawasan kedudukan DPRD dipisahkan dari pemerintah dacrah sesuai dengan

bunyi Pasal UU No 22 tahun 1999 ayat (1) . Bahwa di daerah dibentuk DPRD
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sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah dacrah sebagai Badan Ekskutif
daerah. Sedangkan Pemerintah daerah terdiru atas Kepala Daerah beserta
perangkat daerah lainnya.

Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai tiga fungsi utama :

1. Fungsi legislasi, yaitu membentuk peraturan daearh

2. Fungsi angaran, yaitu memetapkan anggaran

3. Fungsi pengawasan, yaitu melakukan pengawasan terhadap jalannya
pemerintahan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketiga fungsi terscbut di atas DPRD mempuyai tugas dan

wewenang yaitu :

1. Membentuk PERDA, yang dibahas dengan kepala daerah untuk
mendapatkan persetujuan bersama;

2. Membahas dan menyetujuirancangan PERDA tentang APBD bersama
dengan Kepala Daerah,

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan
Perundang-undangan lainya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan
Pememtah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan Daerah,
dan kerja sama Internasional di Daerah,

4, Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah, Wakil
Kepala Dacrah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negri bagi
DPRD Provinsi dan melalui Gubemur bagi DPRD Kabupaten/Kota.

5. Memilih Wakil Kepala Daerah apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil

Kepala Daerah;
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6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah

terhadap rencana perjanjian Internasional di daerah;

7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama Internasional yang

dilakukan Pemerintah Daerah;

8. Meminta laporan keterangan pertangungjawaban Kepala Daerah dalam

penyelengaraan Pemerintah Dasrah;

9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan

dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

Disamping hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagai Intitusi, anggota
DPRD secara individu juga memiliki hak-hak berdasarkan PP No.6 tahun 2010
antara {ain :

i. Mengajukan rancangan PERDA ;

2. Mengajukan pertanyaan;

3. Menyampaikan usul dan pendapat;

4. Memilih dan dipilih;

5. Membela diri;

6. Imunitas;

7. Mengikuti orientasi

8. Hak protokoler

6. Keuangan dan administrasi

Selain hak-hak secara Institusi maupun hak Individu anggota DPRD
harus menjalankan ketiga fungsi utamanya dengan baik. Bagaiman pelaksanaan
fungsi-fungsi tersebut berjalan dengan baik. Dengan pemahaman yang baik

anggota DPRD dapat menjalankan ketiga funsi utamanya, ketiga fungsi itu adalah
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fungsi Legislasi, fungsi angaran dan fungsi pengawasan. Untuk mengetahui
sejavh mana kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara maka penulis
membatasi kinerja DRRD dalam menjalankan fungsi legislasinya. Dan penelitian
ini terfokus pada bagaimana DPRD menjalankan Fungsi legislasinya.

Tentunya dalam memjalankan fungsi legislasi DPRD mempunyai tujuan
yaitu produk hukum daerah berupa PERDA. Informasi dari wawancara dengan

ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dengan EF berikut ini:

“ ..tujuan dari fungsi legislasi adalah merancang PERDA, Membahas
RAPERDA dan mengesahkannya. tujuan dari pembentukan PERDA pada
dasarnya PERDA dibentuk bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang
dapat mengayomi atau melindungi hak-hak asasi masyrakat , memberikan
keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi masyarakat” (hasil
wawancara hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara)

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara . W .K juga mengemukakan bahwa:

“ ..tujuan dari fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA dalam hal
pembentukan PERDA mempuyai tujuan untuk kepentingan masyarakat
secara luas. Namun dalam pembentukan PERDA harus mempuyai asas-asas
seperti kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kelembagaan atau organ yang
tepat artinya setiap PERDA harus dikaji oleh lembaga pembentuk peraturan
seperti DPRD, kesesuzian antara jenis dan muatan, kemudian PERDA
dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan kejelasan rumusan serta
keterbukaan” (hasil wawancara hari selasa tanggal 23 pebruari 2016,
disekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Selanjutnya tujuan fungsi legislasi dan pembentukan PERDA melalui dua
mekanisme Baik dari Usulan pihak ekskutif maupun inisiatif dari DPRD. Untuk
itu tentang tujuan pembentukan PERDA dapat dijelaskan melalui wawancara

dengan pihak eksekutif dalam hal ini Bagian Hukum Sekretariat Daerah
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Kahupaten Musi Rawas Utara. Wawancara langsung dengan Kepala Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak AK sebagai
berikut :

“ ... tujuan fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA nah, PERDA itu

sebenarnya untuk kepentingan masayarakat, untuk mengakomodir

kepentingan masyarakat, untuk menciptakan kepastian hukum dimasyarakat,
pengakuan hak-hak masyarakat, dan juga sebagai sarana untuk menjamin
keteraturan dimasyarakat nah kalau tidak ada PERDA masyarakat berlaku
seenaknya missal adanya PERDA tentang galian C masyarakat tentunya
berlaku merujuk pada PERDA tentang galian C, begitu juga PERDA —

PERDA yang lain, intinya PERDA dibentuk untuk menjamin keteraturan di

masyarakat.” (hasil wawancara hari selasa tanggal 23 Pebruari 2016

sekretariat Daerah di Ruang Kepala Bagian Hukum SERDA Kabupaten

Musi Rawas Utara)

Berdasarkan UJU Nomor : tahun 2014 pasal 70 ayat 1 (satu), fungsi legislasi
sebagaimana dimaksud pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai perwujudan
DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Berdasarkan
ketentuan undang-undang tersebut DPR adalah pemegang kekuasaan membentuk
undang-undang. Sedangkan DPRD adalah pemegang kekuasaan pembentuk
peraturan yang ada didaecarah berupa PERDA. Tujuan fungsi Legislasi dan
pembentukan PERDA untuk mengatur ketenteraman masyarakat sesuaj dengan
UU Nomor 12 tahun 2011 pasal 5 pembentukan PERDA yang baik harus
berdsarkan pada asas pembentuken peraturan perundang — undangan yaitu sebagai
berikut :

a. Kejelasan tujuan, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus mempuyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, yaitu setiap jenis peraturan

perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk
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peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau
batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga / pejabat yang tidak berwenang

c. Kesesuaain antara jenis dan materi rnuatan, yaitu dalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi
muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan

d. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan efektipitas peraturan perundang-undangan tersebut di
dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

¢. Kedayagunaan dan kehasil gunaan, yaitu setiap peraturan perundang-
undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermamfaat
dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

f. Kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus
memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sisternatika, dan pilihan kata
atau trimologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah mengerti sehingga
tidak menimbulkan berbagaimacam interpensi dalam pelaksanaannya,

g. Keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan
bersifat teransparan, dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan
masyarakat mempuyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan
masukan dalam proses pembutan peraturan perundang-undangan.
Disamping itu materi muatan PERDA harus mengandung asas-asas sebagai
berikut :

a. Asas pengayoman, bahwa setiap materi muatan PERDA harus berfungsi

memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman
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masyarakat. Asas kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan PERDA harus
mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi.

b. Asas kebangsaan, bahwa setiap muatan PERDA harus mencerminkan sifat
dan watak bangsa Indonesia yang pluralistic (kebhanikaan) dengan tetap
menjaga perinsif Negara Kesatvan Repubelik Indonesia.  Asas
kekeluargaan, bahwa setiap muatan PERDA harus mencerminkan
musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan
keputusan.

c. Asas kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan PERDA senantiasa
memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia materi muatan
PERDA merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan
Pancasila. Asas bhanika tunggal ika, bahwa setiap materi muatan PERDA
harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan
kondisi daerah dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah
sensitive dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bemegara.

d. Asas keadilan, bahwa sctiap materi muatan PERDA harus mencerminkan
keadilan secara propesional bagi setiap warga negara tanpa kecuali

¢. Asas kesamaan, dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi
muatan PERDA tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang
antaralain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

f. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan PERDA
harus dapat menimbuikan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan

adanya kepastian hukum.
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g. Asas keseimbangan, keserasthan dan keselarasan, bahwa setiap materi
muatan PERDA harus mencerminkan keseimbangan, keserasihan, dan
Kkeselarasan antar kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan
bangsa dan negara. Dan Asas lain sesuai substansi PERDA yang
bersangkutan

Dari berbagai wawancara yang telah dilakukan untuk mengetahui tujuan
dari fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA sebagai tolak ukur kinerja
fungsi legislasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah sesuai dengan amanat
UU No 12 tahun 2011 pasal 5 tentang asas dalam pembentukan PERDA, yang
pada umumnya twuan pembentukan PERDA adalah untuk kepentingan
masyarakat agar masyarakat merasa terayomi, keteraturan dan adanya pengakuan

hak — hak sebagai warga serta adanya rasa keadilan.

2. Standar
Standar mempuyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat
diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diingin dapat
tercapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar
menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa sukses atau gagal. Kinerja
seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan
atau disepakati bersama antara atasan dan bawahan.

Dalam hal pembentukan PERDA standar yang disepakati dituangkan
dalam bentuk keputusan DPRD tentang berapa banyak PERDA yang harus
dibahas dalam satu tahun anggaran.Pada tahun anggaran 2015 berdasarkan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Musi Rawas Utara
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Nomor : 13 / KPTS / DPRD / Il / 2015 Tentang Program Legislasi Daearah
(PROLEGDA) Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 . Untuk 1 Tahun
anggaran berdasarkan PROLEGDA tahun 2015 RAPERDA yang diajukan
sebanyak 44 RAPERDA.

Standar merupakan suatu kesepakatan yang harus dijalankan baik individu,
kelompok maupun secara organisasi. Dalam hal pembentukan PERDA pada tahun
anggaran 2015 sudah disepakati 44 perda yang masuk dalam Program Legislasi
Daerah. Dalam memjalankan fungsi legislasi DPRD mempunyai standar yang
harus dicapai yaitu jumlah RAPERDA yang diajuan, dibahas dan disahkan.
Untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui metalui berbagai wawancara yang
dilakukan. Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ketua Badan Legislasi

Kabupaten Musi Rawas Utara .

Informasi dari wawancara dengan ketua Badan Legislasi Kabupaten Musi
Rawas Utara dengan TA berikut ini:

“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah
RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA, hal ini memang Kabupaten Musi
Rawas Utara memerlukan banyak produk hukum daerabh mengingat
Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Otonomi Baru semuanya harus ada
landasan hukum,.” (hasil wawancara hari Senm tanggal 22 Pebruari 2016, di
sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua-ketua komisi, dari 44
RAPERDA yang disepakati berdsarkan keputusan DPRD Nomor 13 / KPTS /
DPRD / 11 / 2015 tentang Program legislasi Daerah. Berikut pemyataan yang
disampaikan Ketua Komisi [ DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara BK

menyatakan bahwa :
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“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah
RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam komisi — komisi
sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut. Seperti komisi I akan
membahas RAPERDA tentang pemerintahan, seperti RAPERDA Tentang
tatacara pemilihan Kepala desa ini merupakan garapan dari komisi 1. ”

(hasil wawancara hari selasa tanggal 23 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara)

Berikut suasana Rapat di Badan Legislasi membahas RAPERDA yang akan
di bahas dalam tahun anggaran 2015,

Gambar: 4.1
Rapat Pembahasan RAPERDA di Banleg

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab, Musi Rawas Utara 2015
Scbagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak AK, mengemukakan
bahwa:
“ ....pada tahun angaran 2015 kami bersama SKPD yang terlibat sudah
mengkaji dan membahas RAPERDA yang kami usulkan kepada Badan
legislasi sebanyak 44 RAPERDA,”(hasil wawancara hari Senin tanggal 29
Pebruari 2016, di sekretariat Dacrah Kabupaten Musi Rawas Utara pada
Bagian Hukum)
Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor:
13/KPTS/DPRD/I/2015 tantang Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)

Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015 telah menyepakati 44 RAPERDA yang
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akan dibahas pada tahun anggaran 2015. Berikut tabel 44 RAPERDA yang
diajukan pihak Eksekutif :

Tabel 4.11
Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Pihak Eksekntif
Tahun 2015
NO Rancangan Peraturan Daerah

1. | RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tala Kerja Sekretariat Daerah dan Sckretariat
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

2. | RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas
Utara

3. | RAPERDA tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa

RAPERDA tentang Pendelegasiom Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara.
RAPERDA Tentang Lembaga Daerah

RAPERDA Tentang Pengelolaan Sampah

RAPERDA tenlang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Musi Rawas Utara

RAPERDA tentang Pembentukan Badan Pengulangan Bencana Dacrab (BPBD) di Kabupaten

Musi Rawas Utara
G, RAPERDA tentang Perubahan APBD 2014

Al I -

oo

10. | RAPERDA tentang LKPJ Bupati Musi Rawas Utara tahun 2014

11. | RAPERDA tentang APBD Kabupaten Musi Rawas Utara tabun 2015

12. | RAPEDA tentang Perubahan APBD Kab. Muratara Tabun Anggaran 2015
13. | RAPEDA tentang APBD Kab. Muratara Tahun Anggaran 2016

i4. | RAPEDA tentang Petmjuk Pelaksanaan atas Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Oleh
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
15. | RAPERDA tentang Penetapan Logo/Lambang Kabupaten Musi Rawas Utara

16. | RAPERDA tentang Penatapan Hari Jadi Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara
17. | RAPERDA tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Dacrah
18. | RAPERDA tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

19, | RAPERDA tentang Retribusi Pelayanan Pasar

2(). { RAPERDA tentang Izin Mendirikan Baguna dzn HO

21. | RAPERDA tentang Pokok-pokok Pengelolaan Kevangan Daerah
22, | RAPERDA tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Dacrah

23. { RAPERDA tentang Penekaran Desa di Kecamatan ulu Rawas

24, | RAPERDA tentang Penertiban Wewan Temak

25. | RAPERDA terdang RTRW Tahun 2015-2035

26, | RAPEDA lentang Perubahan Struktur Orgapisasi dari Bagian Administrasi Kepegawaian dan
Diklat menjadi Badan Kepegawaian dan Diklat

27. | RAPEDA tentang Pemekaran / Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dar Bagian Dinas
Pertambangan dan energy dan Lingkungan Hidup Menjadi Badan Lingkungan Hidup
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Lanjutan Tabel 4.11
Rancangan Peraturan Daerah yang Diajukan Pihak Eksekutif
Tahun 2015
28. | RAPEDA tentang Pajak Bumi dan Baagunan
29, | RAPERDA tentang Pajak Mineral Logam dan Batuan (MBLB) Golongan C

30. | RAPERDA tenlang Pembentukan Organisasi dan Taia kerja Polisi Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat

31. | RAPERDA tentang Reklame

32. | RAPERDA tentang Tata Cara Pengunaan Pajak Penerabgan Jatan dan Nilai Penggmaan Tenaga

Listrik Negara
33. | RAPERDA Tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah sebagai scktor pengunaan Pajak Air

Tanah
34 | RAPERDA Tentang Refribusi pengendalian menara Telekomunikasi

35. | RAPERDA tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kab. Musi Rawas
Utara

36. | RAPERDA tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor di Wilayah Kab. Musi Rawas
Utara

37. | RAPERDA tentang Penetapan kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Milik Dacrah Pemkab
Muratam

38. | RAPERDA tentmg Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa bagi calon mahasiswa dan
mahasiswi

39, | RAPERDA tentang Penetapan nilai pajak hiburan

40. | RAPEDA tentang Penetapan nilai pajak restoran

41. | RAPEDA (tentang Pemetapan standar uang perjalanan dalam negeri bagi pengurus organisasi
semi pemerintah yang dibebankan dalam APBD Kab. Musi Rawas Utara
42. | RAPEDA tentang Retribusi terminal di wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara

43 | RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan
44 | RAPERDA tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Akan fetapi haya 14 (empat belas) RAPERDA yang dapat dibahas dari 14
(empat belas) RAPERDA yang diajukan itu hanya 13 (tiga belas) RAPERDA
yang dapat disetujui. 1 (satu) RAPERDA belum dapat disetujui. RAPERDA yang
belum dapat disetujui DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara adalah RAPERDA
tentang Petunjuk pelaksanaan atas pemungutan retribusi daerah yang dikelola
dinas perhubungan, komunikasi dan informatika. Berdasarkan uraian tersebut
dapat disajikan tabel Rancangan Peraturan Daerah yang di setwjui DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara tahun anggaran 2015. Tabel tersebut bersumber

dari Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2015.
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Berikut hasil wawancara dengan Ketua Badan Legislasi Kabupaten Musi
Rawas Utara dengan TA berikut ini:

“ .....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah
RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA, yang dapat dibahas 14 RAPERDA
dari 14 tersebut 13 RAPERDA yang disetujui dan 1 RAPERDA yang tidak
dapat disetujui.” (hasil wawancara hari Senin tanggal 29 Pebruari 2016, di
sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Berikut suasana pemnahasan RAPERDA ditingkat Komisi-komisi
Gambar. 4.2
Pembahasan RAPERDA di Tingkat Komisi

Sumber . Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Berikut pernyataan yang disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara BK menyatakan bahwa :

“.....dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah
RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam komisi — komisi
sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut. Dari 44 yang diajukan 14
RAPERDA yang dapat dibahas dan yang dapat disetujui 13 RAPERDA
hanya 1 RAPERDA yang tidak dapat disetujui.  (hasil wawancara hari
selasa tanggal 1 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara)
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Sebagaimana juga disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten

Musi Rawas Utara PA menyatakan bahwa :

“......dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran 2015 jumlah
RAPERDA berjumnlah 44 RAPERDA. Kemudian akan di bahas ditngkat
komisi-komisi sesuai dengan bidang masing-masing, dari 44 RAPERDA
yang dapat Kami bahas 14 RAPERDA dan 1 RAPERDA tidak dapat
disetujui” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara)

Berikut ini adalah Tabel RAPERDA yang dibahas dan yang disetujui oleh

DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2015.

Tabel 4.12
Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas dan yang di Setujui
Tahun 2015
NO Rancangan Peraturan Daerah RAPERDA Yang
Dibahas
Disetujui Tidak
Disetuji

RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan v
Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara

RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan v
Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara

RAPERDA tentang Tata Cara Pencalonan, v
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian
Kepala Desa

RAPERDA tentang Pendelegasian Wewenang v
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Musi Rawas
Utara.

RAPERDA Tentang I.embaga Daerah 4

73

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Lanjutan Tabel 4.12

42656.pdf

Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas dan yang di Setujui Tahun

2015

RAPERDA Tentang Pengelolaan Sampah

RAPERDA tentang Pembentukan Organisasi
dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara

RAPERDA tentang Pembentukan Badan
Pengulangan Bencana Daerah (BPBD) di
Kabupaten Musi Rawas Utara

RAPERDA tentang Perubahan APBD 2014

10.

RAPERDA tentang LKPJ Bupati Musi Rawas
Utara tahun 2014

11.

.RAPERDA tentang APBD Kabupaten Musi
Rawas Utara tahun 2015

12.

RAPEDA tentang Perubahan APBD Kab.
Muratara Tahun Anggaran 2015

13.

RAPEDA tentang APBD Kab. Muratara Tahun
Anggaran 2016

14.

RAPEDA tentang Petunjuk Pelaksanaan atas
Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola
Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari data di atas terlihat jelas bahwa dari 44 RAPERDA yang ada pada

PROLEGDA hanya 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan 13 RAPERDA yang

dapat disetujui. Dilihat dari sumber RAPERDA yang ada pada PROLEGDA, dari

44 RAPERDA berasal dari Pihak Eksekutif.

Dari berbagai wawancara dan data yang disajikan tentang berapa banyak

RAPERDA yang disepakati, seberapa banyak RAPERDA yang dapat dibahas,

dan seberapa banyak RAPERDA yang disctujui menjadi PERDA. Sehingga

diketahui apakah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah memenuhi
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kesepakatan dalam pembahasan PERDA, yang pada awalnya sudah menyepakati
44 RAPERDA yang akan dibahas, akan tetapi dalam pclaksanaannya dapat
membahas 14 RAPERDA dan 13 RAPERDA yang disetujui menjadi PERDA.
Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87)
menyatakan bahwa standar merupakan suate ukuran apakah tjuan yang
dinginkan dapat dicapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasi! apabila mampu
mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan
bawahan atau kesepakatan yang ditentukan organisasi.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran
2015 belum dapat memenuhi standar tujuan yang disepakati bersama. Dilihat dari
jumlah RAPERDA vang disepakati dalam PROLEGDA sebanyak 44 RAPERDA.
Akan tetapi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat membahas 14 RAPERDA
dari 44 RAPERDA yang disepakati dalam PROLEGDA sebagai standar kerja

DPRD dalam pembahasan RAPERDA.

3. Umpan Balik

Antara tujuan, standar umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik
melaporkan kemajuan, baik kuahitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan
yang didepenisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika kita
mempertimbangkan “real goals” atau tujuan sebenamya. Umpan balik
merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja,
standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilkakukan evatuasi

terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
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Dalam melaksanakan tugasnya DPRD tentu mempuyai acuan, seperti
dalam penyelesaian RAPERDA tentu akan mengetahui tentang RAPERDA yang
akan dibahas dan bersumber dari mana. Untuk itu dap dijelaskan melalui
wawancara dengan Ketua-ketua Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara. Berikut wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya bapak DK, sebagai berikut :

“ .....Sumber RAPERDA itu bersasal dari dua sumber pertama berasal dari
pihak Eksekutif yang diajukan melalui Badan legislasi, selanjutnya sumber
dari anggota DPRD itu sendiri yang disebut hak inisiatif DPRD” (hasil
wawancara hari senin tanggal 7 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara )

Berdasarkan sumbernya RAPERDA bersumber dart Eksekutif dan inisiatif
DPRD itu sendiri. Untuk inisiatif DPRD pada tahun 2015 apakah sudah
dilaksanakan berikut wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia
Raya Bapak, DK sebagai berikut ;

* .....untuk RAPERDA yang berasal dan Inisiatif DPRD pada Tahun 2015

belum mengunakan hak inisiatif muda-mudahan ditahun 2016 hak inisiatif

sudah ada yang mengunakannya”(hasil] wawancara hari senin tanggal 7

Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 16 tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daearh Pasal 81 ayat | {satu) s/d 4
{empat) menyatakan :

Berikut tabel RAPERDA Kabupaten Musi Rawas Utara dillihat dari
sumber RAPERDA yang dibahas DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara tahun

anggaran 2015.
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Tabel 4.13

Rancangan Peraturan Daerah yang D

ibahas Tahun 2015

NO

Rancangan Peraturan Daerah

Sumber RAPERDA
DPRD EKSEKUTIF

RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat  Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Ulara

RAPERDA tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Dacrah Kabupalten Musi Rawas Utara

RAPERDA tentang Tata Carz  Pencalonan,
Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa

RAPERDA tenlang Pendelegasian Wewenang
Pelayanan Perizinan dan WNon Perizinan kepada
Badan Penanaman Modal dan Pelayenan Perizinan
Terpadu Kabupaten Musi Rawas Utara.

<

RAPERDA Tentang L.embaga Dacrah

RAPERDA Tentang Pengelolaan Sampah

RAPERDA tentang Pembentukan Organisasi dan
Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utam

NN s

RAPERDA  ientang  Pembentukan Badan
Pengulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten
Musi Rawas Ulara

RAPERDA tentang Perubahan APBD 2014

10.

RAPERDA tentang LKPI Bupati Musi Rawas Utara
tahun 2014

11.

RAPERDA tentang APBD Kabupaten Musi Rawas
Utara tabun 2015

12.

RAPEDA tentang Perubahan APBD Kab. Muratara
Tahun Anggaran 2015

13.

RAPEDA tentang APBD Kab. Muratara Talm
Anggaran 2016

v

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab

. Musi Rawas Utara 2016

Dari data di atas terlihat jelas bahwa dari 44 RAPERDA yang ada pada

PROLEGDA hanya 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan 13 RAPERDA yang

dapat disetujui. Dilihat dari sumber RAPERDA yang ada pada PROLEGDA, dari

44 RAPERDA berasal darj Pihak Eksekutif,

Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo

(2015;87) menyatakan bahwa umpan balik  merupakan masukan yang
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dipergunakan uniuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian
tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai
hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran
2015 telah berusaha melakukan kinerjanya dari sumber RAPERDA dan
pengunaan hak inisiatif yang belum dapat terlaksana pada tahun anggaran 2015

dan diharapkan dapat terealisasi di tahun-tahun mendatang.

Ketika membahas RAPERDA pada Komisi-Komisi tentua adanya
pengawasan atau moniteoring dari unsur pimpinan, Untuk mengetahui apakah ada
evaluasi dari unsur pimpinan sebagai Koordinator Komisi. Berikut wawancara

ketau Komisi I Bapak, BK sebagai benikut :

“ ...ketika pembahasan RAPERDA tentu Koordinator berada di ruangan
pembahasan dan memberikan masukan-masukan agar RAPERDA dapat
dibahas sesuai jadwal akan tetapi koordinator tidak memberikan SOP dalam
pembahasan RAPERDA dan tidak adanya sangksi jika tidak dapat
menyelesaikan pembahasan RAPERDA tepat waktu " (hasil wawancara
hari senin tanggal 7 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi

Rawas Utara )

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ketua Komisi 1 Bapak Bakri
menyatakan bahwa : Koordinator selalu memonitor jalannya pembahasan
RAPERDA agar sesuai dengan jadwal yang telah disepakati secara bersama.
untuk itu pembahasan RAPERDA diharapkan dapat berjalan sesuai dengan jadwal
yang diinginkan. Akan tetapi Koordinator tidak memberikan semacap SOP
(Standar Oprasional Produk ) dalasm pembahasan RAPERDA serta tidak ada

tindak lanjut dari monitoring yang dilakukan.
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Berikut suasana rapat pembahasan RAPERDA yang di moniteoring

Koordinator Komisi,

Gambar : 4.3 Rapat Pembahasan RAPERDA yang di Moniforing
Koordinator Pansus dan Komisi

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Untuk mengetahui apakah ada evaluasi dari unsur pimpinan scbagai
Kordinator Komisi dan Pansusu . Berikut wawancara dengan Ketua DPRD

Bapak, EF sebagai berikut :
e ya Kami selaku kordipator  selalu memantau perkembangan
pembahasan RAPERDA disetiap komisi atau Pansusu agar PERDA yang
dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan pembahasan RAPERDA

dapat sesuai jadwal yang telah ditentukan™ (hasil wawancara hari Rabu
tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara Bapak Efriansyah, S.Sos menerangkan bahwa Koordinator Komisi selalu
memantau jalannya rapat disetaiap komisi — komisi atau Pansus — pansus di

DPRD.

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, 1. W.K juga mengemukakan bahwa:

“ ...ya Kami selaku kordinator selalu memperhatikan dan memantau
kesiapan anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA agar RAPERDA
yang dibahas bermutu dan sesuvai jadwal” (hasil wawancara hari Kamis
tanggal 3 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Ulara )

Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87)
menyatakan bahwa umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk
mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan
umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat
dilakukan perbaikan kinerja.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran
2015 telah berusaha melakukan kinerjanya. Kemudian koordinator Komisi sudah
melakukan kontrol dan evaluasi terhadap kinerja komisi-komisi dalam
pembahasan RAPERDA. Dilihat dari ketika komisi — komisi mengadakan rapat
pembahasan RAPERDA selalu dimonitor oleh koordinator komisi masing-
masing. Dalam hal ini unsur pimpinan sebagai koordinator komisi selalu
mengawasi jalannya pembahasan RAPERDA, dan selalu mengingatkan kepada
anggota komisi tentang limit waktu pembahasan RAPERDA. Namun Koordinator

tidak memberikan semacam SOP (Standar oprasional Produk ) dalam

menjalankan pembahasan RAPERDA serta tidak adanya tindak lanjut dari
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monitor dan evaluasi yang dilakukan, karena Koordinator hanya memberikan
intruksi secara lisan dan tidak terlihat bahwa Koordinator memberikan arahan

secara tertulis tentang pembahasan RAPERDA ditingkat Pansus-pansus.

4. Alat atau Sarana

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk
membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan
faktor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan
spesifik tidak dapat difakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagimana
seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan pekerjaan.

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleb organisasi DPRD yaitu
pembentukan PERDA tentu membutuhkan alat atau sarana sehingga tujuan yang
hendak dicapat dapat lebih mudah dan terarah. Adapun alat atau sarana dapat
berupa agenda rapat, anggaran rapat, dan sarana prasarana penunjang lainnya.

Dalam penjadwalan pembahasan RAPERDA, bagian persidangan
sekretariat DPRD yang mengagendakannya, berikut wawancara dengan
KepalaBagian Persidangan Bapak, HMD sebagai berikut :

“ ...untuk agenda rapat pembahasan RAPERDA akan diusulkan kepada
Badan Musyawarah DPRD yang akan menjadwalkan agenda rapat
pembahasan RAPERDA, setelah ada agenda tersebut pihak persidangan
membuat jadwal berdasarkan hasil Banmus kemudian memberikan ageda
tersebut kepada setiap komisi-komisi sesuai dengan tugas bidang masing-
masing” (hasil wawancara hari Senin tanggal 14 Maret 2016, di sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana yang disampaikan oleh staf persidangan saudara, SWS

menyatakan scbagai berikut :
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“ ...setelah RAPERDA masuk di PROLEGDA bagian persidangan
mengkonsultasikan kepada Banmus untuk mentukan agenda pembahasan,
setelah ada agenda tersebut pihak persidangan membuat jadwal berdasarkan
hasil Banmus kemudian memberikan ageda tersebut kepada setiap komisi-

komisi atau Pansusu- Pansus sesuai dengan tugas bidang masing-masing

k-4 ]

(hasil wawancara hari Senin tanggal 14 Maret 2016, di sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara )

Dari wawancara dengan staf Bagian Persidangan dapat diketahui bahwa

Bagian Persidangan selalu menjadwalkan jadwal rapat dalam pembahasan

RAPERDA.

Berikut Jadwal Pembahasan 13 (Tiga Belas Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Musi Rawas Utara sesvai dengan hasil Rapat Konsultasi Pimpinan

DPRD.
Tabel 4.14
Contoh Jadwal Pembahasan RAPERDA 2016
No Hari / Walkdiu Agenda Kegiatan
Tanggal
1. 2. 3. 4.
1} Senin,}8 Pukul 09.00 | Rapat Paripuna DPRD  dalam  rangka
April 2016 | WiB.8.D Selesai | Penyampaian dan Penjelasan Kepala Daerah
terhadap 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
2| Senin,18 Pukul 11.0¢ Rapat-Rapat Fraksi DPRD Kabupaten Musi
April 2016 | WiB.S.D Selesai | Rawas Utara
3| Senin,18 Pukul 14.00 Rapat Paripuma DPRD dalam Rangka
April 2016 | WiB.S.D Selesai | mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi
Dewan terhadap 13 (tiga belas) Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
4| Selasa,19 Pukul 09.00 Rapat Paripurna DPRD  dalam  rangka
April 2016 | WiB.S.D Selesai | mendengarkan Jawaban Eksekutif terhadap
Pandamgan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap
13 (iiga belas) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara
5| Selasa, 19 Pukul 13.00 Rapat Paripurna Intemal DPRD dalam rangka
April 2016 | WiB.S.D Selesai | Pembentukan Pansus Pembahasan 13 (tiga belas)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Muratara
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Lanjutan Tabel 4.14
Contoh Jadwal Pembahasan RAPERDA 2016
6| Selasa,19 Pukul 15.00 Rapat-Rapat Pansus DPRD membahas 13 (tiga
s/d 26 | WiB.S.D Selesai | belas) Rancangan Peraturan Daersh Kabupaten
April 2016 Musi Rawas Utara
7| Selasa,2 Pukul 09.00 Rapat Paripuma DPRD  dalam  rangka

Mei 2016 ¢ WiB.S.D Selesai | mendengarkan laporan hasil pembahasan Panitia
Khusus DPRD terhadap 13 (tiga belas) Raperda
dan Pengambilan Kepulusan DPRD serta
mendengarkan pendapat akhir bupati Musi Rawas
Utara

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2016

Dari data diatas dapat diketahui bahwa RAPERDA disampaikan olch
Kepala Daerah melalui rapat Paripuma DPRD selanjuinya RAPERDA akan
dibahas oleh fraksi-fraksi setelah dibahas ditingkat fraksi-fraksi maka akan
diparipumakan untuk mendengarkan pandangan freksi-fraksi terhadap RAPERDA
yang diajukan Kepala Dacrah. Kemudian rapat paripurna DPRD dalam rangka
mendengarkan jawaban FEksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Selanjutnya rapat paripuma internal DPRD dalam rangka pembentukan pansus-
pansus. Selanjutnya rapat-rapat pansus DPRD dalam rangka pembahasan
RAPERDA. Kemudian rapat paripuna DPRD dalam rangka mendengarkan
laporan hasil pembahasan Panitia khusus DPRD terhadap RAPERDA.

Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87-
88) menyatakan bahwa alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat
dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau
sarana merupakan factor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau

sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat
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diselesaikan sebagimana scharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan
pekerjaan.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa alat dan sarana Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara pada tahun anggaran 2015 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan,
Sekretariat DPRD sudah menyediakan pasilitas berupa perangkat pendukung
berupa jadwal dalam rangka pembahasan RAPERDA sectiap kegiatan yang
berhubungan dengan kegiatan DPRD. Dalam melakukan pembahasan meski ada
memperiapkan pasilitas-pasilitas yang dapat berupa angaran untuk pembahasan
RAPERDA. Berikut wawancara dengan Kepala Bagian Keuvangan Bapak, DA
sebagai berikut :

“ ...untuk angaran rapat-rapat, baik rapat paripurmna, rapat-rapat komisi
angarannya sudah disiapkan di DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara, Angaran tersebut dapat berupa makan dan minum serta ATK
rapat ini sudah Kkita anggaran sesui dengan kebutuhan DPRD” (hasil

wawancara hari Senin tanggal 8 Maret 2016, di sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana disampaikan oleh Kasubag Angaran Sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara ibu, N.E.W sebagai berikut

R setiap kali DPRD akan mengadakan rapat itu sudah dihitung
kebutuhannya dalam perencanaan anggaran baik makan dan minum maupun
kebutuhan fainya sehingga ketika DPRD akan mengadakan rapat semua
kebutuhannya harus disiapkan oleh PPTK yang bersangkutan™ (hasil
wawancara hari Senin tanggal 8 Maret 2016, di sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara )

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD sudah dipasilitasi oleh
Pemerintah Daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara. Sudah mempasilitasi yang tergambar dalam Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Must Rawas Utara sebagai Berikut :
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Tabel 4.15
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kab.
Musi Rawas Utara Tahun 2015

No Program Kegiatan Sumber
Dana

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Rapat-rapat Alat DAU
Perwakilan Rakyat Daerah Kelengkapan Dewan

2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Rapat-rapat Paripurna DAU
Perwakilan Rakyat Daerah

3. Peningkatan Kapasitas Lembaga Reses DAU
Perwakilan Rakyat Dagrah

4. Peningkatan Kapasitas Lembaga Peningkatan Kapasitas DAU
Perwakilan Rakyat Daerah Pimpinan dan anggota DPRD

5. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pembahasan Rancangan DAU
Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Daerah

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Muratara 2015

Dart data diatas dapat diketahui bashwa pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sudah
menganggarkan dan memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dari data tersebut semuna program yang berhubungan dengan peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah seperti : Kegiatan Rapat-rapat alat
kelengkapan Dewan, Rapat-rapat paripurnaReses, Peningkatan Kapasitas
Pimpinan dan Anggota DPRD,dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.
Sudah dianggarkan dan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara

Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87-
88) menyatakan bahwa alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat
dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau
sarana merupakan factor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atan
sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat
diselesaikan sebagimana scharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan

pekerjaan.
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Meithat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa alat dan sarana Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara pada tahun anggaran 2015 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan,
Sekretariat DPRD sudah menganggarkan dan memfasilitasi setiap kegiatan yang
berhubungan dengan kegiatan DPRD. Yang termuat dalam bentuk DPA pada
Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.

Sarana dan prasarana lain tentu sangat diperlukan dalam mendukung
terlaksananya tujuan yang akan dicapai DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
dalam pembentukan PERDA. Sarana dan prasarana penujang lain seperti pasilitas
gedung dan pasilitas lainnya.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara Bapak, AM sebagi berikut :

*“ .....Sekretariat DPRD sudah berusaha memenuhi pasilitas-pasilitas yang
dibutuhkan oleh DPRD seperti gedung paripurna, ruang Bangar, ruang
Komisi-komisi dan ruang fraksi-fraksi dalam hal ini masih ada kekuarangan
ruangan seperti ruang Banmus harus memakai ruangan yang diangap
kosong ketika ada agenda Banmus. Untuk pasilitas dalam ruangan memang
kami akui masih kekurangan seperti pendingin ruangan dan pasilitas lainnya
masih sangat minim. Ada sebagian AC di ruang tertentu tidak dapat di
mamfaatkan mengingat tegangan listrik yang ada di Musi Rawas Utara
sangat rendah kemudian belum tersedianay sumber air bersih yang
memadai” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, di sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Scbagimana juga disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Bapak, AR sebagai berikut:

“ ....untuk pasilitas gedung itu sudah tersedia sehingga DPRD tidak akan
terhambat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk pasilitas lain seperti
computer dan printer ini sudah ada perbagian. Yang menjadi persoalan
sekarang alat-alat pendingin ruangan kita belum dapat berfungsi secara
normal mengingat di daearh Kita Rupit ini sangat rendah tegangan
listeriknya jadi alat-alat itu tidak berfungsi secara normal” (hasil wawancara
hari Selasa tanggal 1 Maret 2016, di sckretariat DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara )
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Berikut keadan Ruangan Paripurna DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
tahun 2015 .

Gambar 4.4
Ruangan Paripurna DPRD Kab. Musi Rawas Utara

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Muratara 2015

Tekhnologi Informatika dan yang lainnya pada saat ini sangat tergantung
dengan sumber daya listerik sebagai factor utama yang dapat menjalankan
teknologi tersebut, tanpa adanya listerik atau belum maksimalnya penngadaan
tenaga listerik tentu sangat mengangu keberlangsungan suatu roda pemerintahan.
Begitujuga dengan Legislatif sebagai bagian dari pemerintahan di dacrah yang
kinerjanya sangat terganggu dengan kurangnya fasilitas teknologi yang ada.
Tentunya tekhnologi tersebut tidak terlepas dari Sumber Daya Kelisterikan yang
ada di Sekretariat DPRD. Dengan minimnya Sumber Daya Listerik maka sangat
mengagu kineja DPRD dalam mengakses berbagai Informasi lewat media

elektronik maupun IT.
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Tabel. 4.16
Keadaan Fasilitasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
No Fasilitas Kondisi Ket
Baik Tidak Baik
1.} Ruang Paripurna v
2. | Ruang Bangar v Roling Room
3. | Ruang Komisi 4
4. | Ruang Banmus v Roling Room
5. | Ruang Fraksi v
6. | Ruang BK v
7.| Ruang Kabag v
Umum,Keuangan,
Persidangan

.| 19 Laptop v
9.| 12 Printer 8 Unit 4 Unit
10( 16 Fling Kabinet v
11| 8 Lemari v
12] 20 Televisi 15 Buah 5 Buah
13{ 75 Meja 50 Buah 25 Buah
14| 200 Kursi Kerja 150 Buah 50 Buah
15] 75 Kursi Putar v
16{ 35 Kursi Dewan v
17 AC5PK - - Belum

Berfungsi
18] 45 AC Split - - Belum
Berfungsi

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Muratara 2015

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Sekretariat DPRD Sudah memenuhi

fasilitas ruangan seperti ruangan paripurna, ruangan bangar, ruangan banmus dan

fasilitas lainnya. Untuk ruangan banmus dan bangar dalam pemakaiannya masih

bergantian atau rolling room.

Sarana dan prasarana yang belum maksimal

pengunaannya adalah alat pendingin ruangan seperti AC. Hal ini belum bisa

beroprasi dikarenakan kurangnya tenaga listerik serta belum tersedianya fasilitas

air bersih yang baik.

Berikut foto alat pendingin ruangan yang belum dapat di fungsikan di

ruapgan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
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Berikut gambaran Sumber Daya Listerik di Sekretariat DPRD.

Gambar 4.5
Sumber Daya Listerik di Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara

Swmper ; Dokumentas; Peneliti Tahun 2015

ﬁqmnq flan prasarana merppakan modal awal dajam mcncapqi fujuan, hegity
inga DBBD Kapupamp Mysi Rpwas Utara memerluka.n Sarana dﬂﬂ nrasama
agar fHJHﬂD )’ﬂﬂg d!’“Bl“}W‘ ﬂﬁPﬂI tﬁrcﬂpﬁl Berikut tﬂbﬁl Jl}wm@;}; pade
Sckramni;t PPRP Kﬁpypqmn qup Rawas Utnra tahun 20}5 SCSHF*F Qﬂtﬂ dqn
hqgian perlengkapan - sgkretariat DPRD Kabupatcn Mus} Raqu UFWh Yp,x}g

disajikan ojeh pengurus barang Bepak Ansori.
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Gambar : 4.6
Ruangan Banmus dengan AC yang Belum Berfungsi DPRD Kab,
Musi Rawas Utara

Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2015

Selain listerik yang merupakan sumber kebutuhan saat ini, tentu ada hal lain
yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan yaitu sumber daya air. Berikut penulis
sajikan gambar tentang Sumber Air Bersih di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utar tahun 2015-2016. Di Kabupaten Musi Rawas Utara pada saat ini
belum tersedianya Fasilitas Air Bersith seperti PDAM . Masyarakat masih
mengandalkan air sungai dan air sumur sebagai sumber air yang ada. Dibeberapa
lokasi terkadang air yang ada belum begitu higinis, karena air tersedut masih
berwama kekuningan. Begitu juga di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas

Utara.
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Berikut penulis sajikan fasilitas Air yang ada di Sekretaiat DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara saat peneliti melakukan penelitian.

Gambar : 4.7
Fasilitas Air Bersih di Sekretariat DPRD Kab.
Musi Rawas Utara

E

Sumber : Dokumentasi Peneliti tahun 2015

Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;87-
88) menyatakan bahwa alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat
dipergunakan untuk membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau
sarana merupakan factor penunjang untuk mencapai tujuan. Tanpa alat atau
sarana, tugas peckerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat
diselesaikan sebagimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin melakukan
pekerjaan,

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa alat dan sarana Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara pada tahun angparan 2015 sebagai alat penunjang untuk mencapai tujuan,
sebagian sudah ada dan dilaksanakan, seperti sudah adanya ruangan — ruangan

rapat. Akan tetapi masih ada ruangan yang sifatnya digunakan secara bergantian.
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Selanjuinya belum berfungsinya alat pendingin ruangan dikarenakan tidak
normalnya fasilitas listrik, kemudian belum tersedianya sarana air bersih secara

baik di Kabupaten Musi Rawas Utara.

5. Kompetensi

Kopetensi merupakan persaratan utama dalam kinerja. Kopetensi
merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan
pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan lebih
dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan pekerjaan
dengan baik. Kopetensi memungkinkan seorang mewujudkan tugas yang
berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk memcapai tujuan.

Kopetensi sangat mementukan dalam penyusunan PERDA. Tidak dapat
dipungkiri peran DPRD dalam penyusunan PERDA masth sangat rendah, jika
dibandingkan dengan dengan pihak eksekutif. Pada tahun anggaran 2015 DPRD
belum dapat mengunakan hak inisiatifnya dalam penyusunan RAPERDA.
RAPERDA yang telah dibahas pada tahun anggaran 2015 berasal dari pihak
eksekutif yang diajukan dan disepakati oleh DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara
Melalui Program Legislasi Daerah. Rendahnya pemahaman anggota DPRD tentan
PERDA tentu ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan dan
pengalaman kerja. seseorang dapat menguasai suatu bidang ilmu tentu dari
latarbelakan pendidikan dan pengalaman kerja sebelumnya. Rendahnya
pengunaan hak insisiatif DPRD akan dijelaskan melalui berbagai wawancara

berikut ini.
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Penomena tersebut akan dijelaskan oleh Ketua DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara Bapak, EF sebagai berikut :

“ ....pendidikan merupakan hal penting, pendidikan anggota DPRD rata-rata
S.1 ini menunjukan anggota DPRD suadah layak untuk merancang dan
membahas RAPERDA. Tapi untuk RAPERDA inisiatif memenag kami akui
belum ada anggota yang mengunakannya ini berkemungkinan karena
kurangnya pengalaman dan belum adanya pelatihan-pelatihan yang
berkenaan dengan hal tersebut kalua untuk ditepatkan dikomisi-komisi itu
tidak berdasarkan latar belakang tetapi sesuai dengan rekomendasi Fraksi”
(hasil wawancara hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016, di sekretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD kabupaten
Musi Rawas Utara. Bapak AM scbagai berikut :

(13

..... pendidikan merupakan factor penting dalam seseorang mencapai
tujuan, Untuk pendidikan anggota DPRD saya kira sudah layak untuk
membahas RAPERDA. Kalau untuk RAPERDA inisiatif berkemungkinan
anggota DPRD belum banyak pengalaman dalam hal ini sebab anggota
DPRD yang ada itu scbagaian besar baru pertama kali menjabat, sedangkan
untuk utusan di komisi-komisi itu tidak berdsarkan latar belakang
pendidikan akan tetapi berdsarkan rekomemdasi fraksi-fraksi yang ada di
DPRD” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2016, di
sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berikut Tabel tingkat pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas

Utara Tahun anggaran 2015.

Tabel 4.17
Jumlah Apnggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara Periode 2014-
2019 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Nama Pendidikan
1. | Efriyansyah,8.80s S.1/Fisip
2. | Dodoi Kana, Am.Kep D.IHI/Kesehatan
3. | Taufik Anwar, SE S.1/Ekonomi
4, | Edi Sukamto, SE S.1/Ekonomi
5. | Hendri SMA Sederajad
6. | A. Bastari Ibrahim,SH S.1/Hukum
7. | H.Suhadak SMA Sederajad
8. | Pahirin Askad SMA Sederajad
9. | I Wayan Kocap, S.Pd 8.1/Pendidikan
10 Ahmad Yudi Nugraha, M.Kn $.2/Pertanahan
11] Devi Arianto SMA Sederajad
12 Hagsran Akwa,SH 8.1/Hukum
13] Yuliana, $,Tr S.1/Transponasi
14) Desi Lesmayanti. S.Pd.I 8.1/Pendidikan
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suatu jabatan berdsarkan rekomendasi fraksi-fraksi bukan berdsarkan latar
belakang pendidikan.

Untuk meningkatkan SDM tentu berdasarkan pengalaman dan pelatihan
pelatiah yang perna diikuti seseoarang. Dari pengalaman dan pelatihan-pelatihan
tersebut seseorang dapat mengaplikasikannya dalam pekerjaan sehingga tujuan
yang diharapkan dapat tercapai. Hal ini dapat dijelaskan melalui wawancara
dengan Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawa Utara Bapak, EF sebagi berikut :

“ ...untuk pegalaman anggota DPRD sebagian sudah pernah menjabat di
kabupaten induk namun sebagian baru kali ini menjabat. Kalau pelatihan —
pelatihan atau wokshop sudah pema 2 kali dilakukan, untuk workshop
tenang tatacara pembuatan PERDA untuk saat ini belum dilakukan™ (hasil
wawancara hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2016, di sckretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekretaris DPRD kabupaten
Musi Rawas Utara. Bapak AM sebagai berikut :

“ ....kalau pengalaman, saya kira masih banyak yang belum sebab bayak
anggota DPRD ini yang baru menjabat. Pelatihan — pelatihan sudah perna
kita lakukan untuk meningkatkan kwalitas dari anggota DPRD, tapi di tahun
2015 memamng belum pemna dilakukan pelatihan atau workshop akan tetapi
di 2016 sudah kita Jaksanakan ” (hasil wawancara hari Selasa tanggal
23Pebruari 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )
Dalam mencapai tujuan yang diinginkan tentu adanya pengalaman dan
pelatihan — pelatihan. Pelatihan — pelatihan yang dimaksud dapat berupa
Bimbingan Teknis, Workshop, Pendidikan dan latihan. Pelatihan — pelatihan dan
Workshop yang dimaksud bukan sekedar mengisi jadwal kerja anggota DPRD
saja akan tetapi hendaknya pelatiahan dan Workhsop yang dimaksud dapat
bermanfaat bagi anggota DPRD. Berikut suasana Bimbingan Teknis DPRD

Kabupaten Must Rawas Utara.
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Gambar : 4.8

Workshop Anggota DPRI) Kabupaten Musi Rawas Utara

Sumber: Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2016

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kasubag Rapat dan Risalah
DPRD kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak CM sebagai berikut :

“ ....kalau pengalaman saya, kira memang masih bayak yang baru anggota
dewan kita ini. Pelatihan — pelatihan sudah perna kita lakukan untuk
meningkatkan kwalitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015 memamng
belum perna dilakukan pelatihan atau workshop tapi ditahun 2016 ini kita
sudah mengangarkan untuk itu” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 15
Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Musi
Rawas Utara. Bapak HMD sebagai berikut ;

“ .....kalau pengalaman anggota DPRD saya kira masih sangat terbatas sebab
bayak anggota DPRD baru pertama kali menjabat. Jadi belum begitu telaten
dalam perumusan PERDA. * (hasil wawancara hari Selasa tanggal 15 Maret
2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Ulara )
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Dari wawancara dengan Kepala Subbagian Rapat Risalah Bapak Cokro
Minoto dan masyarakat Musi Rawas Utara Hamkam yang memahami tugas
pokok dan fungsi DPRD. Dilihat dari pengalaman menjabat sebagai anggota
DPRD memang masih banyak anggota DPRD yang baru karena scbagian besar
anggota DPRD yang menjabat baru pertama kali. Bagi anggota DPRD yang sudah
pemma menjabat sebagai anggota DPRD tentu mempuyai pengalaman terutama
dalam rangka pembentukan PERDA. Dengan pengalaman yang dimilikinya
tentunya dapat memberikan pengalaman-pengalaman terscbut kepada anggota
DPRD yang lainnya yang baru pertama kali menjabat. Kemudian dilihat dari
pelatihan — pelatihan dan Bimbingan Teknis dipandang masih sangat kurang.
Pelatihan-pelatihan dan Bimbingan Teknis. Pelatihan — pelaatihan dan Bimbingan
teknis merupakan sarana dalam mengembagkan kemapuan dan keahlian. Sehingga
dapat bermamfaat bagi yang mengikutinya.

Berdsarkan hasil Pemilihan Umum tahun 2014 jumlah anggota DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara periode 2014-2019 setelah terbentuknya Daerah
Otonomi Barau (DOB) kabupaten Musi Rawas Utara. Berdasarkan Pengalaman
menjabat sebagai anggota DPRD dapat disajikan pada table berikut ini

Tabel 4.18
Jumlah Anggota DPRD Kab. Musi Rawas Utara Periode 2014-2019
Berdasarkan Pengalaman menjabat

No Nama Perna Menjabat Belum Pernah

1. | Efriyansyah,S.Sos v

2. | Dodoi Kana, Am.Kep v

3. | Taufik Anwar, SE v

4. | Edi Sukamto, SE v

5. | Hendri v

6. | B. Bastari Ibrahim,SH v
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Jumlah Anggota DPRD Kab, Musi Rawas Utara Periode 2014-2019

Berdasarkan Pengalaman menjabat

7. | H.Suhadak v
8. | Pahirin Askad v
9. | 1 Wayan Kocap, S.Pd
10. | Ahmad Yudi Nugraha, v
M.Kn
11. | Devi Arianto v
12. | Hasran Akwa,SH v
13. | Yuliana, 8.Tr v
14. | Desi Lesmayanti. S.Pd.I v
15. | Rudi Hartono v
16. { Muhamad Ruslan,SE
17. | Amri Sudaryono, SE v
18. | HM. Asir, S.Pd.I
19. | Hermansyah v
Samsiar,M.Pd.I
20. | H.Anang Supri, SH
21. | Suyadi, SE
22. | Muhamad Hadi v
23. | Drs.H.Idil Wahyudin
Noor,M.Si
24. | Ir, Arjuna jupri v
25. | Bakri,SE v

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

menjabat sebanyak 20 (Dua Puluh) orang.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa anggota DPRD yang
sudah perna menjabat sebanyak 5 (Lima) orang sedangkan yang belum pernah

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,

menyatkan bahwa Pengalaman dan Pelatihan-pelatihan yang dimiliki anggota
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara masih sangat terbatas. Terlihat dari data

yang ada anggota DPRD yang sudah perna menjabat sebanyak 5 (Lima) orang

sedangkan pengalaman pelatihan-pelatihan masih sangat kurang.

Dalam mencapai tujuan harus ada faktor pendukung lain seperti SDM yang

dimiliki Sekretariat DPRD itu sendiri untuk itu dapat dijelaskan dalam berbagai
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wawancara. Berikut penjelasan dari Sekrearis DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara Bapak, AM sebagai berikut :

“ ....SDM yang dimiliki Sekretariat DPRD saya kira memang masih sangat
kurang jumlah PNS dan CPNS haya 28 orang sedangkan jumlah Dewan
yang kita layani 25 orang hal ini saya kira belum sebanding untuk itu kami
sudah mengusulkan kepada kepegawaian untuk penambahan PNS di
Sekretariat DPRD” (hasil wawancara hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, di
sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Bagian Persidangan
Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak HMD sebagai berikut :
“ ...jumlah PNS di Sekretariat DPRD masih sangat kurang terutama

dibagian peridangan, ini perlu penambahan secepatnya apalagi di bagian
pengkajian hukum itu sangat perlu sekali terutama yang sudah
berpengalaman di pengkajian hukum DPRD * (hasil wawancara hari Selasa
tanggal 15 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )
Menyimak hasil wawancara dari Sekretari DPRD dan Kepala bagian
persidangan dapat diketahui bahwa jumlah PNS yang ada di sekretariat DPRD
sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan ) orang sedangkan jumlah DRPD yang ada
berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang. Dengan komposisi PNS yang ada
dipandang perlu adanya penambahan tenaga PNS agar dapat melaksanakan
administarsi di Sekretariat dengan baik. Juga dipandang perlu adanya penambahan
PNS yang memahami tentang hukum dan perundang-undangan. Dengan
tersedianya Sumber Daya Manusia yang mumpuni tentq dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik pula sehingga produk yang dihasilkan dapat bermutu dan
bermanfaat bagi orang banyak. Seperti dapat membantu menyelesaikan
berbagimacam kebutuhan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tanpa

SDM yang handal maka kinerjanya DPRD dalam menjalankan tugas dan

fungsinya kurang epektif.
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Suasana PNS sedang melakukan aktifitas di Sekretariat DPRD Kabupaten

Musi Rewas Utara.

Gambar : 4.9
PNS Sekretariat DPRD dalam melakukan aktifitas

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 201 5

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Bagian Umum
Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapak, AR sebagai berikut :
“ ....perlu penambahan jumiah PNS baik di bagian Umum, Persidangan dan

keuangan agar pekerjaan di Sekretariat DPRD dapat berjalan dengan lancar”

(hasil wawancara hari Selasa tanggal! 22 Maret 2016, di sekretariat DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagi faktor pendukung PNS mempuyai peran penting agar terwujudnya
tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi yaitu DPRD Kabupaten Musi Rawas
Utara. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang handal dapat mempermudah
dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan yang ingin dicapai berupa
terlaksananya Perogram Legislasi Daerah yang telah disepakati secara bersama

diawal tahun anggaran.
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Sebagai faktor pendukung Sekretariat DPRD memiliki PNS berdasarkan
Tingkat Pendidikan yang dapat disajiakn dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4,19
Jumlah PNS Sekretariat DPPRD Kab., Musi Rawas Utara

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

No Nama Jabatan Pendidikan
1. | Drs.Aulani Matcik.M.Si Sekwan S.2
2. | HM.Daud.S.IP Kabag. Persidangan S.1
3. | ARifai.S.P Kabag. Umum S.1
4. | Deni Andri.S.Kom.,M.Si Kabag. Kevangan S.2
5. | Ranti Mawami.SH Kasubag. Prod Hkm S.1
6. | Cokrominoto Kasubag. Rapat Rsla SMA
7. | Yurman Hamidi Kasubag. RT SMA
8. | Edyson Kasubag.TU SMA
9. | Gustam Kasubag, Perigkapan SMA
10. | Herli Handayani,SE Kasubag. Pembkuan S.1
11. | Mutasir.SH Kasubag. Perben S.1
12. | N.E.Wahyuningsih.SE..M.Si | Kasubag. Anggaran S.2
13. | Yayan Ar. SE Staf S.1
14. | Ansori Staf SMA
15. | Budi Zulfa Sanjaya.SH Staf/CPNS S.1
16. | Pirdo feodora.SH Staf/CPNS S.1
17. | Sindu Wicaksono.SE Staf S.1
18. | Rahmat Hadiyanto.SE.,M.Si Staf $2
19. | Muhamad Alamudi.S.Pd Staf S.1
20. 1 Ama Mukhlis Staf SMA
21. i Ellyza Staf SMA
22. ! Ria Oktaria.SE.,M.Si Staf S.2
23. | Sumiyati.A.Md Staf/CPNS D.III
24. | Mahdalena.A.Md Staf/fCPNS D.III
25. | Yanti.SH Staf/CPNS S.1
26. | Ali Wijaya.SH Staf/CPNS S.1
27. | Imam Amanda.SH StaffCPNS S.1
28. | Putri Prima Galau.SH Staf/CPNS S.1

Sumber : Data Dokumentasi Sekretariat DPRD Kab. Musi Rawas Utara 2015

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah PNS Sekretaiat DPRD yang
memiliki ijazah S2 sebanyak 5 orang, sarjana 14 orang dan SMA sederajad dan

diploma 9 orang.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

101



42656.pdf

Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;-
88) menyatakan bahwa kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki oleh
seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik.
Orang harus melakukan lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus
dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Kopetensi memungkinkan seorang
mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperiukan untuk
memcapai tujuan.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa Pendidikan yang dimiliki PNS Sekretariat DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara Sudah layak dan mumpuni. Dan juga jumlah, serta
kemampuan tenaga pendukung yaitu PNS pada Sekretariat DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara masih sangat kurang, perlu adanya penanbahan terutama yang

sudah memiliki pengalaman tentang hukum dan perundang-undangan.

6. Motivasi

Motivasi merupakan alasan atau pendorong bagi sesecorang untuk
melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan
insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkaan tujuan menantang,
menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan
melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan
sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan
disinsentif,

Mc Clelland dalam Mangkunegara (2014:67), produktifitas seseorang

sangat ditentukan oleh “virus mental” yang ada pada dirinya. Virus mental adalah
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kondisi jiwa yang mendorong seseorang untuk mampu mencapai percstasi secara
maksimal.

Untuk mencapai prestasi secara maksimal perlu adanya intensif, adanya
pengakuan tentang hasil dari tindakan yang dilakukan serta kebebasan dalam
menjalankan tugasnya. Untuk mengetahuni hal tersebut apakah lembaga DPRD
sudah melakukannya. Penomena ini dapat dilihat dari berbagai wawancara yang
dilakukan.

Berikut ini wawancara dengan kepala PPKAD Kabupaten Musi Rawas

Utara Bapak, DF sebagai berikut :

[13

...insentif anggota DPRD itu berupa tunjangan-tunjangan yang
diberikan kepada anggota DPRD, tunjangan-tunjangan itu termuat di dalam
DPA SKPD Sckretariat DPRD sesuai dengan PP Nomor 37 tahun 2006
(hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, di Kantor PPKAD
Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Sekretais DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara. Bapak, AM sebagai berikut :

..... insentif anggota DPRD sudah anggarkan pada awal tahun anggaran
sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhitungkan pola
minimum, sedang dan tinggi” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret
20186, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2006 bahwa komponen dari gaji dan
tunjangan Pimpinan dan anggota DPRD terdiri dari :

1. Uang Representasi, yaitu uang yang diberikan setiaap bulan kepada
Pimpinan dan anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya
sebagai pimpinan dan anggota DPRD

2. Tunjangan Keluarga, ketentuannya sama dengan PNS yaitu 1
isteri/suamt dan maksimal 2 anak,

3. Tunjangan Beras, ketentuannya juga sama dengan PNS
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4. Uang Paket, merupakan uang yang diberikan setiap bulan kepada pim
pinan dan anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat
dinas.

5. Tunjangan Jabatan, yaitu uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua,
wakil ketua, dan anggota DPRD yang besarannya 145% dari masing-
masing vang Representasi.

6. Tunjangan Panitia Musyawarah,

7. Tunjangan Komisi

8. Tunjangan Panitia Anggaran

9. Tunjangan Badan Kehormatan

10. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

11. Tunjangan Komunikasi Intensif, yaitu tunjangan berupa vang yang
diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam
rangka mendorong peningkatan kinegja dalam menampung dan
menyaturkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya.

12. Dana Operasional, yaitu vang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD
setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan, kemudahan dan kebutuhan lain,

13. Tunjangan PPh, yaitu untuk komponen gaji dan tunjangan dari nomor 1-
10 PPh ditangpung oleh APBD dalam bentuk Tunjangan PPh,
sedangkan PPh atas tunjangan komunikast insentif dan dana oprasional
dibebankan kepada yang bersangkutan.

14. Uang Duka dan Bantuan Pengurusan Jenazah, uang duka yang diberikan
kepada Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam
menjalankan tugas, besarannya 2x uang representasif, dan jika
meninggal dunia dalam menjalankan tugas, besarannya 6 x uang
representative yang diberikan kepada ahli waris.

15. Tunjangan Kesejahteraan, yaitu tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada

pimpinan dan anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan pimpinan
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DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD,
serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.

16. Uang Jasa Pengabdian, yaitu uang yang diberikan kepada pimpinan dan
anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan

diberhentikan dengan hormat.

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Bagian Keuvangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, DA sebagai berikut :

“ ....insentif anggota DPRD itu sesuai dengan PP Nomor : 24 tahun 2004
tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam peraturan tersebut kita dapat menentukan
besaran tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD apakah masuk
pola minimum,sedang atau tinggi disana sudah ada tatacara
penghitungannya” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, di
sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Scbagaimana juga yang disampaikan oleh Kepala Subagian Bagian
Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD  Kabupaten Musi Rawas Utara.
Ibu, N.E. W sebagai berikut :

£14

..... insentif anggota DPRD sudah kita anggarkan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan itu sudah kita realisasikan setiap awal bulan” (hasil
wawancara hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, di sckretariat DPRD
Kabupaten Musi Rawas Utara )

Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;-88)
menyatakan bahwa motivasi alasan atau pendorong bagi seseorang untuk
melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan
insentif berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkaan tujuan menantang,
menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan
melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan
sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan

disinsentif.
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Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi
Rawas Utara sudah memberikan hak-hak yang dimiliki Pimpinan dan Anggota
DPRD sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai
dengan PP Nomor : 24 tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006. |

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD akan menghasilkan
produk hukum daerah berupa PERDA. PERDA yang dihasitkan akan di
sosialisasikan dan diberlakukan di masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut
apakah masyarakat menerima dan mengakui bahwa PERDA yang dihasilkan itu
suda scsual dengan keiginan masyarakat. Berikut berbagai wawancara yang
dilakukan kepada masyarakat Desa Batu Gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi
Rawas Utara. Untuk itu akan dijelaskan oleh Bapak, MB sebagai berikut :

“ ...PERDA yang dihasilkan oleh anggota DPRD sangan kami butubkan
mengingat saat ini Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menjadi Kabupaten
baru, dan yang sangat kami butuhkan saat ini PERDA tentang pemilihan
kepala desa, hampir semua kepala desa yang ada di Kabupaten Musi Rawas
Utara sudah habis masa jabatannya™ (hasil wawancara hari Senin tanggal 21

Maret 2016, di desa Batu gajah Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas
Utara)

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Warga Desa Bukit Ul
Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, HD scbagai
berikut :

“ ...anggota DPRD menghasilkan PERDA ini sangat dibutuhkan
masyarakat seperti PERDA tentang pemeliharaan hewan ternak, agar hewan
ternak yang ada tidak berkeliaran di mana-mana.” (hasil wawancara hari
Senin tanggal 21 Maret 2016, di Desa Bukit Ulu Kecamatan Karang Jaya
Kabupaten Musi Rawas Utara )
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Masyarakat merupakan suatu inspirasi bagi anggota DPRD dalam mencari
solusi dan aspirasi agar keinginan dan harapan yang diinginkan masyarakat dapat
tercapai. Berikut suasana wawancara mengeani tanggapan masyarakat terhadap

PERDA.

Gambar: 4. 10
Wawancara dengan Masyarakat tentang PERDA

Sumber : Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2015

Sebagairmana juga yang disampaikan oleh Warga Desa Sukaraja Kecamatan
Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara. Bapak, LK sebagai berikut :

“ ....yang sangat kami butuhkan saat ini adalah PERDA tentang galian C
agar CV yang ada tidak semaunya melakukan penambangan sehingga tidak
menganggu aktipitas hidup masyarakat PERDA semacam ini sangat kami
harapkan.” (hasil wawancara hari Senin tanggal 21 Maret 2016, di Desa
Sukaraja Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Musi Rawas Utara )
Berdasarkan teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;-88)
menyatakan bahwa motivasi alasan atau pendorong bagi seseorang untuk
melakukan sesuatu. Manajemen memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan

insentif berupa nang, memberikan pengakuan, menetapkaan tujuan menantang,

menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan
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melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan
sumberdaya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan
disinsentif.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa Masyarakat  Kabupaten Musi Rawas Utara  sangat
mengapresasi setinggi-tingginya dan sangat berharap agar DPRD dapat bekerja
dengan baik dan menghasilkan produk hukum daerah yang bermutu demi

kepentingan masyarakat.

7. Peluang

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi
kerjanya. Terdapat dua factor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan
kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk
memenuhi syarat.

Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih
banyak, dan mengambil waktu yang tersedia. Jika pekerja dihindari karena
supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen, mereka
secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.

Untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan tentu semua komponen
harus terlibat dalam pencapaian tujuan yang diharapkan. Begitujuga anggota
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara harus berkarya dengan waktu yang tersedia
dengan baik. Dengan adanya kesempatan yang diberikan seluas — luasnya agar
anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat menghasilkan karya yang

baik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

108

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42656.pdf

Berikut wawancara yang dilakukan dengan Ketua DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara Bapak, EF sebagai Berikut :

“ ...Kami sebagai anggota DPRD adalah Kolektif kolegeal jadi setiap
keputusan diambil secara bersama, jadi saya selaku ketua DPRD
memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk anggota DPRD berkarya
serta memberikan waktu yang sebaik-baiknya agar anggota DPRD dapat
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik” (hasil wawancara hari Rabu
tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara )

Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ketua Komisi I Kabupaten
Musi Rawas Utara. Bapak, BK sebagai berikut :

“ ....semua orang bebas berkarya di DPRD ini dan saya selaku ketua komisi
1 memberikan kesempatan bagi anggota komisi I untuk berkayra dan
memberikan waktu secukupnya dan tidak ada interpensi sedikit pun dari
kami selaku ketua komisi selagi tidak keluar dari koridor hukum yang
berlaku.” (hasil wawancara hari Rabu tanggal 2 Maret 2016, di sekretariat
DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara }

Setiap Anggota DPRD mempuyai peluang yang sama dan waktu yang sama
dalam berkarya. Anggota DPRD mendapatkan hak yang sama dalam setiap rapat-

rapat. Berikut suasana rapat-rapat DPRD dalam mengemukakan pendapat :
Gambar : 4.11
Anggota DPRD menyatakan Pendapat

T e
Pty

Sumber . Dokumentasi Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara 2015
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Peluang merupakan suatu kesempatan yang diberikan untuk seseorang,
kelompok dan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan
teori yang dikemukaan Hersey dkk dalam Wibowo (2015;-88) menyatakan
bahwa peluang yang dibutuhkan pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk
menunjukkan prestasi kerjanya. Terdapat dua factor yang menyumbangkan pada
adanya kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan
kemampuan untuk memenuhi syarat.

Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih
banyak, dan mengambil wakiu yang tersedia. Jika pekerja dihindari karena
supervisor tidak percaya terhadap kualitas atau kepuasan konsumen, mereka
secara efektif akan dihambat dari kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.

Melihat dari data dan hasil wawancara serta kajian teori tentang kinerja,
menyatkan bahwa lembaga DRRD sudah memberikan kesempatan dan waktu
yang seluas-luasnya untuk anggota DPRI} Kabupaten Musi Rawas Utara untuk

berkarya selagi tidak melangar koridor hukum yang berlaku.
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BABY
KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan saran yang
diharapkan menjadi masukan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara di masa yang akan datang.

A. Kesimpulan
Dalam penelitan ini dapat disimpulkan bahwa :

1. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara telah menyepakati tujuan dari fungsi
legislasi dan pembentukan PERDA Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai
tolak ukur dari fungi legislasi.

2. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 belum
dapat memenuhi standar tujuan yang discpakati bersama atau belum
epektifnya Kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya.

3. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada tahun anggaran 2015 telah
berusaha melakukan kinerjanya dan melakukan evaluasi dan kontrol akan
tetapi belum adanya SOP (Standar Oprasional Prosedur) serta tidak ada
tindak lanjut dari ¢valuasi dan control.

4. Masih kurangnya fasilitas pendukung di Sekretariat DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara.

5. Pendidikan yang dimiliki anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas Sudah
layak dan mumpuni. Sedangkan berdasarkan pengalaman dan pelatihan,
anggota DPRD masih sangat kurang. Dan penepatan tugas anggota DPRD

tidak memiliki standar baku. Sehingga latar belakan pendidikan tidak
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dipandang perlu, Tetapi rekomemdasi fraksilah yang menjadi acuan dalam
pencpatan jabatan.

6. Sekretariat DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
sudah memberikan hak-hak yang dimiliki Pimpinan dan Anggota DPRD
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. lembaga
DRRD sudah memberikan kesempatan dan waktu yang seluas-luasnya
untuk anggota berkarya selagi tidak melangar koridor hukum yang

berlaku.

B. Saran
Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

a. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dapat memenuhi kesepakatan tentang
target yang harus di tercapai dalam pelaksanaan pambentukan PERDA. Yang
telah disepaakati bersama dalam Perogram Legislasi Daerah.

b. DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dan Sekretariat DPRD dapat lebih
banyak melakukan pelatihan-pelatihan tentang tata cara pembentukan
PERDA, schingga menghasilkan anggota DPRD yang handal dalam
pembentukan PERDA. Serta mengharapkan kepada Sekretariat DPRD dapat
menambah jumlah PNS di Sekretariat DPRD terutama yang sudah mempuyai
pengailaman dalam hal hukum dan perundang-undangan. DPRD Kabupaten
Musi Rawas Utara harus melakukan analisis jabatan terhadap Anggota yang
skan memduduki jabatan tertentu.

¢. Sekretariat DPRD dapat memenuhi fasilitas yang belum tersedia agar

terciptanya suasana kerja yang nyaman. Seperti dapat mengusahakan alat
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pendingin ruangan dapat berfungsi dengan baik kemudian sarana prasarana
air bersih.

d. Secara teoritis peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar
penelitian tentang Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi di
Daerah Otonomi Baru Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsit Sumatera
Selatan, Dapat menyempumakan penelitan ini yang belum dapat peneliti
temukan solusinya, Serta adanya data pembanding tentang pelaksanaan
fungsi Legistasi DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara pada masa yang akan

datang.
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Undang — Undang Nomor. 23 tahun 2014 tentang pemerntahan daerah

Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2017 tentang Majelis Permusyawaratn
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daearh

Undang-Undang Nomor : 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelengaraan Pemiliban
Umum

Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi
Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan

Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan
keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakkyat Daerah. Dan diubah
dengan PP Nomor : 21 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor : 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Dewan Perwakialn Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
Nomor :5 tahun 2315 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara

Selayang Pandang Kabupaten Musi Rawas Utara, Bapeda Kab. Musi Rawas Utara
Skripsi : Budai Zulfa Sanjaya, Hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Ogan komering
Ilir Priode 2004-2009

Tesis : A.G. Sutriyanto, Analisis Kinerja DPRD Jawa Tengah Priode 1999-2004
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PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama S eeieerereeiieiitesieteeeesssrreaeteaseasesssbrannsaaaeeaann
2. Jabatan :

3. Pendidikan

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan
A.Tnjuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Apakah tujuan dari pembentukan PERDA?
2. Standar
B. Standar dari fongsi Legislasi

3. Menurut Bapek/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan
RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

5. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang dibahas ?

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

7. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

8. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

9. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

10. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

12. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?

14. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Deni Andri, S.Kom, M.Si
2. Jabatan : Kepala Bagian Keuangan
3. Pendidikan :S.1

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan
A. Tunjuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi
3. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?
4. Menurut Bapak/Ibu dalam tshun anggaran 2015 seberapa banyak

RAPERDA yang bahas 7
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tshun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

10. Menurut Bapak/Ibu dalam  pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran uniuk pembahasan RAPERDA?
Jawab : “untuk angaran rapat-rapat, baik rapat paripurna, rapat-rapat komisi
angarannya sudah disiapkan di DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara. Angaran tersebut dapat berupa makan dan minum serta ATK
repat ini sudah kita anggaran sesui dengan kebutuhan DPRD”

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : H. Muhamad Daud, S.P
2. Jabatan : Kepala Bagian Persidangan
3. Pendidikan : 81

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan _
A, Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menunut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurnut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
Jawab : “ untuk agenda rapat pembahasan RAPERDA akan diusulkan
kepada Badan Musyawarah DPRD yang akan menjadwalkan agenda
rapat pembahasan RAPERDA, setelah ada agenda tersebut pihak
persidangan membuat jadwal berdasarkan hasil Banmus kemudian
memberikan ageda tersebut kepada setiap komisi-komisi sesuai dengan
tugas bidang masing-masing”

10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/lbu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
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5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legistasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?

13. Menurut Bapak/lbu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

Jawab : “kalau pengalaman anggota DPRD saya kira masih sangat terbatas
sebab bayak anggota DPRD baru pertama kali menjabat. Jadi belum begitu
telaten dalam perurnusan PERDA.

14. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab: “jumlah PNS di Sekretariat DPRD masih sangat kurang
terutama dibagian peridangan, ini perlu penambahan secepatnya apalagi
di bagian pengkajian hukum it sangat perlu sekali terutama yang sudah
berpengalaman di pengkajian hukum DPRD ”

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/lbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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15. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
16. Menurut Bapak/Ibn apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
17. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasitkan DPRD sangat
dibutuhkan?
7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

18. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

19. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Amran Kadir, SH
2. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Muratara
3. Pendidikan :8.1

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
Jawab : “ tujuan fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA”
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?
Jawab : “PERDA itu sebenarnya untuk kepentingan masayarakat,
untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, untuk menciptakan
kepastian hukum dimasyarakat, pengakuan hak-hak masyarakat, dan
juga sebagai sarana untuk menjamin keteraturan dimasyarakat nah
kalau tidak ada PERDA masyarakat berlaku seenaknya missal adanya
PERDA tentang galian C masyarakat tentunya berlaku merujuk pada
PERDA tentang galian C, begitu juga PERDA —~ PERDA yang lain,
intinya PERDA dibentuk untuk menjamin keteraturan di masyarakat.”

3. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

2. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan
RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?
Jawab : “ pada tahun angaran 2015 kami bersama SKPD yang terlibat
sudah mengkaji dan membahas RAPERDA yang kami usulkan kepada
Badan legislasi sebanyak 44 RAPERDA,”

4, Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?
Jawab : 13 RAPERDA yang disetujui dan 1 RAPERDA yang tidak
dapat disetujui.”

4. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

5. Menurut Bapak/lbu dalam tashun anggaran 2015 RAPERDA —
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

6. Menurut Bapak/Ibu apaksh dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

7. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?
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5. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

8. Menurut Bapak/lbu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

9. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Seckretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

6. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
11. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
12. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

7. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
14. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
I5. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

8. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

16. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

17. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN KEUANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

i
Sumber :Dokumentasi Penulis 2016
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Akhmad Rifa’l, S.P
2. Jabatan : Sekwan DPRD Kab. Musi Rawas Utara
3. Pendidikan : 8.2

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2.  Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dart manakah?

7. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjatankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
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11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
Jawab : “ untuk pasilitas gedung itu sudah tersedia sehingga DPRD
tidak akan terhambat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Untuk
pasilitas lain seperti computer dan printer ini sudah ada perbagian.
Yang menjadi persoalan sekarang alat-alat pendingin ruangan Kkita
belum dapat berfungsi secara normal mengingat di daearh Kita Rupit ini
sangat rendah tegangan listeriknya jadi alat-alat itu tidak berfungsi
secara normal”

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/lbu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motfivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
Jawab : “ insentif anggota DPRD sudah anggarkan pada awal tahun
anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhitungkan
pola minimum, sedang dan tinggi”

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/lbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sumber : Dokumentasi Penulis 2016
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Cokro Minoto
2. Jabatan : Kasubag Rapat dan Risalah
3. Pendidikan : SMA Sederajad

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fupgsi Legislasi dan Tujnan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA 7

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarapna
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11.  Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
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5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia daiam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab : © kalan pengalaman saya, kira memang masih bayak yang baru
anggota dewan kita ini. Pelatihan — pelatihan sudah perna kita lakukan
untuk meningkatkan kwalitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015
memamng belum perna dilakukan pelatihan atau workshop tapi ditahun
2016 ini kita sudah mengangarkan untuk itu”
14. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pcmbahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : N. E. Wahyuningsih, SE, M.Si
2. Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Anggaran
3. Pendidikan : 8.2

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujunan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tijuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menunit Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4, Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
Jawab : “setiap kali DPRD akan mengadakan rapat itu sudah dihitung
kebutuhannya dalam perencanaan anggaran baik makan dan minum
maupun kebutuhan lainya sehingga ketika DPRD akan mengadakan
rapat semua kebutuhannya harus disiapkan oleh PPTK yang
bersangkutan”

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat

DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
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5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan  Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14, Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagat
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
Jawab : “insentif anggota DPRD sudah kita anggarkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan itu sudah kita realisasikan setiap awal
bulan”

16. Menurut Bapak/lbu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Tbu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/lbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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FOTO WAWANCARA DENGAN KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sumber : Dokumentasi Penulis 2016
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Drs. Duman Faisal, MM
2. Jabatan : Kepala PPKAD Kab. Musi Rawas Utara
3. Pendidikan :82

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/lbu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2, Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/I[bu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4, Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam  pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
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11.  Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
Tungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/lbu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan  Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesnai?
Jawab : “insentif anggota DPRD itu berupa tunjangan-tunjangan yang
diberikan kepada anggota DPRD, tunjangan-tunjangan itu termuat di
dalam DPA SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan PP Nomor 37
tahun 2006

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Pelaang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/lbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pcmbahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Dodoi Kana, A,MKep
2. Jabatan : Ketna Faraksi GERINDRA Kab Muratara
3. Pendidikan DI

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukar PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2, Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4, Menurut Bapak/Ilbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas 7

5. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
Jawab : “ Sumber RAPERDA itu bersasal dari dua sumber pertama
berasal dari pihak Eksekutif yang diajukan melalui Badan legislasi,
selanjuimya sumber dari anggota DPRD itu sendiri yang disebut hak
inisiatif DPRD”

7. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?
Jawab : “untuk RAPERDA yang berasal dari Inisiatif DPRD pada
Tahun 2015 belum mengunakan hak inisiatif muda-mudahan ditahun
2016 hak inisiatif sudah ada yang mengunakannya”

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
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11, Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/lbu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14, Menurut Bapak/lbu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/lIbu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/lbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Sindhu Wicaksono, SE/ Ranti Mawarni, SH
2. Jabatan : Staf Bagian Persidangan
3. Pendidikan 'S

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang scbenamya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 secberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fangsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atan sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
Jawab : “setelah RAPERDA masuk di PROLEGDA bagian persidangan
mengkonsultasikan kepada Banmus untuk mentukan agenda pembahasan,
setelah ada agenda tersebut pibak persidangan membuat jadwal berdasarkan
hasil Banmus kemudian memberikan ageda tersebut kepada setiap komisi-
komisi alau Pansusu- Pansus sesuai dengan tugas bidang masing-masing”
10. Menurut Bapak/lbu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
5. Kompetensi
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E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?

13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

Jawab : “kalau pengalaman anggota DPRD saya kira masih sangat terbatas
sebab bayak anggota DPRD baru pertama kali menjabat. Jadi belum begitu
telaten dalam perumusan PERDA.

14. Menurut Bapak/lbu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab: “jumlah PNS di Sekretariat DPRD masih sangat kurang
terutama dibagian peridangan, ini perlu penambahan secepatnya apalagi
di bagian pengkajian hukum itu sangat perlu sekali terutama yang sudah
berpengalaman di pengkajian hukum DPRD ”

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan scluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Tbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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FOTO WAWANCARA DENGAN STAF BAGIAN PERSIDANGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sumber : Dokumentasi Penulis 2016
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Drs. Aulani Matcik, M.Si
2. Jabatan : Sekwan DPRD Kab. Musi Rawas Utara
3. Pendidikan 1 8.2

Mohon dijawab dengan jujur dan sesvai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Funggsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

I1.  Menurut Bapak/lbu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretarijat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
Jawab : “Sekretariat DPRD sudah berusaha memenuhi pasilitas-
pasilitas yang dibutuhkan oleh DPRD seperti gedung paripurna, ruang
Bangar, ruang Komisi-komisi dan ruang fraksi-fraksi dalam hal ini
masih ada kekuarangan ruangan seperti ruang Banmus harus memakai
ruangan yang diangap kosong ketika ada agenda Banmus. Untuk
pasilitas dalam ruangan memang kami akui masih kekurangan seperti
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pendingin ruangan dan pasilitas lainnya masih sangat minim. Ada
sebagian AC di ruang tertentu tidak dapat di mamfaatkan mengingat
tegangan listrik yang ada di Musi Rawas Utara sangat rendah”

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fuagsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Tbu bagimana pengalaman dan pelatthan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab :

“kalau pengalaman, saya kira masih banyak yang belum sebab bayak anggota
DPRD ini yang bara menjabat. Pelatihan — pelatihan sudah perna kita lakukan
untuk meningkatkan kwalitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015
memamng belum perna dilakukan pelatihan atan workshop akan tetapi di 2016
sudah kita laksanakan ”

14. Menurut Bapak/lbu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

Jawab ;

“ SDM yang dimiliki Sekretartat DPRD saya kira memang masih
sangat kurang jumlah PNS dan CPNS haya 28 orang sedangkan jumlah
Dewan yang kita layani 25 orang hal ini saya kira belum sebanding
untuk im kami sudah mengusulkan kepada kepegawaian untuk
penambahan PNS di Sekretariat DPRD”

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Tbu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
Jawab : © insentif anggota DPRD sudah anggarkan pada awal tahun
anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku dengan memperhitungkan
pola minimum, sedang dan tinggi”

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42656.pdf

FOTO WAWANCARA DENGAN SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Sumber : Dokumentasi Penulis 2016
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Lakonik
2. Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Suka Raja
3. Pendidikan : SMA Sederajad

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legisiasi?
2.  Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi
3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?
4, Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?
5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak

RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atan masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/lbu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11.  Mepurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
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5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumher Daya Manusia dalam mendukuug Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fuugsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?

16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?
Jawab : “ yang sangat kami butuhkan saat ini adalah PERDA tentang
galian C agar CV yang ada tidak semaunya melakukan penambangan
schingga tidak menganggu aktipitas hidup masyarakat PERDA
semacam ini sangat kami harapkan.”

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fangsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/lbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Hadi
2. Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Bukit Ulu
3. Pendidikan : SMA Sederajad

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/Ilbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/lbu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11.  Menurut Bapak/Tbu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
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5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/lbu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggola DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?

16. Menurut Bapak/lbu apakah PERDA yang dihasitkan DPRD sangat
dibutuhkan?
Jawab “anggota DPRD menghasilkan PERDA ini sangat dibutuhkan
masyarakat seperti PERDA tentang pemeliharaan hewan temak, agar
hewan ternak yang ada tidak berkeliaran di mana-mana.”

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fangsi Legislasi

17. Menurut Bapak/lbu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktn yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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FOTO WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT
DESA BUKIT ULU KECAMATAN KARANG JAYA
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama : Mahbum
2. Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Batu Gajah
3. Pendidikan : SMA Sederajad

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujnan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

5. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C.Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menurut Bapak/lbu scbelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?
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5. Kompetensi
- E. Kompetensi Sumber Daya Mannsia dalam menduokung Terlaksananya
fungsi Legislasi

12. Menurut Bapak/Ilbu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?

13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelathan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab : “ kalau pengalaman saya, kira memang masih bayak yang bar
anggota dewan kita ini. Pelatihan — pelatiban sudah perna kita lakukan
untuk meningkatkan kwalitas dari anggota DPRD, tapi di tahun 2015
memamng belum perna dilakukan pelatihan atau workshop tapi ditahun
2016 ini kita sudah mengangarkan untuk itu”

14. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjatankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi

15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?

16. Menurut Bapak/Ibu apakabh PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?
Jawab : “ PERDA yang dihasilkan oleh anggota DPRD sangan kami
butuhkan mengingat saat ini Kabupaten Musi Rawas Utara sudah menjadi
Kabupaten baru, dan yang sangat kami butuhkan saat ini PERDA tentang
pemilihan kepala desa, hampir semua kepala desa yang ada di Kabupaten
Musi Rawas Utara sudah habis masa jabatannya”

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : L. Wayan Kocap, S.Pd, M.Si
2. Jabatan : Wakil Ketua Ketua DPRD Kab. Muratara 2014-2019
3. Pendidikan :82

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarmya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
Jawab: “ tujuan dari fungsi legislasi adalah pembentukan PERDA”

2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

Jawab : ” dalam hal pembentukan PERDA mempuyai tujuan untuk
kepentingan masyarakat secara luas. Namun dalam pembentukan PERDA
harus mempuyai asas-asas seperti kejelasan tujuan yang hendak dicapai,
kelembagaan atau organ yang tepat artinya setiap PERDA harus dikaji oleh
lembaga pembentuk peraturan seperti DPRD, kesesuaian antara jenis dan
muatan, kemudian PERDA dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan
kejelasan rumusan serta keterbukaan”,

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan
RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?

4, Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 sebcrapa banyak
RAPERDA yang dibahas ?

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

7. Menurut Bapak/fbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -~
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

8. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

9. Menurut Bapak/fbu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

Jawab : “ ya Kami selaku kordinator selalu memperhatikan dan memantau
kesiapan anggota DPRD dalam pembahasan RAPERDA agar RAPERDA
yapg dibahas bermutu dan sesuai jadwal”
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4. Alat atam Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

10. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

12. Menurut Bapak/tbu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi

13. Menurut Bapak/Ibu bagatmana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab : “pendidikan merupakan hal penting, pendidikan anggota
DPRD rata-rata S.1 inj menunjukan anggota DPRD suadah layak untuk
merancang dan membahas RAPERDA. Tapi untuk RAPERDA inisiatif
memenag kami akui betum ada anggota yang mengunakannya ini
berkemungkinan karena kurangnya pengalaman dan belum adanya
pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan hal tersebut”

14. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatithan Anggota
DPRD dalam inenjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab : “ untuk pegalaman anggota DPRD sebagian sudah pemah
menjabat di kabupaten induk namun sebagian baru kali ini menjabat.
Kalau pelatihan — pelatihan atau wokshop sudah perna 2 kali
dilakukan, untuk workshop tenang tatacara pembuatan PERDA untuk
saat ini belum dilakukan”

15. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
16. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
17. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

18. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

19. Menurut Bapak/lbu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Efriyansyah, S.Sos
2. Jabatan : Ketua DPRD Kab. Muratara 2014-2019
3. Pendidikan : 8.1

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenamya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1.  Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
Jawab: “ tujuan dari fungsi legislasi adalah merancang PERDA,
Membahas RAPERDA dan mengesahkannya “.
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?
Jawab : “tujuan dari pembentukan PERDA pada dasarnya PERDA
dibentuk bertujuan untuk kepentingan masyarakat yang dapat
mengayomi atau melindungi hak-hak asasi masyrakat , memberikan
keadilan, keseimbangan dan kepastian hukum bagi masyarakat™

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan
RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?

4, Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?

5. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang dibahas ?

6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

7. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

8. Menurut Bapak/lbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

9. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan

RAPERDA apakah ada arahan atan masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?
Jawab : “ ya Kami selaku kordinator selalu memantau perkembangan
pembahasan RAPERDA disetiap komisi atau Pansusu agar PERDA
yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak dan pembahasan
RAPERDA dapat sesuai jadwal yang telah ditentukan™
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4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

10. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

12. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legistasi

13. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab : “pendidikan merupakan hal penting, pendidikan anggota
DPRD rata-rata S.1 ini menunjukan anggota DPRD suadah layak untuk
merancang dan membahas RAPERDA. Tapi untuk RAPERDA inisiatif
memenag kami akui belum ada anggota yang mengunakannya ini
berkemungkinan karena kurangnya pengalaman dan belum adanya
pelatihan-pelatihan yang berkenaan dengan hal tersebut™

14. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
Jawab : “ untuk pegalaman anggota DPRD sebagian sudah pemah
menjabat di kabupaten induk namun sebagian baru kali ini menjabat.
Kalau pelatithan — pelatihan atan wokshop sudah pema 2 kali
dilakukan, untuk workshop tenang tatacara pembuatan PERDA untuk
saat ini belum dilakukan™ _

15. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
16. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
17. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang .
G, Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

18. Menurut Bapak/Tbu apakah kesempatan diberikan seluas-fuasnya dalam
pembahasan RAPERDA?
Jawab : “Kami sebagai anggota DPRD adalah Kolektif kolegeal jadi
setiap keputusan diambil secara bersama, jadi saya selaku ketua DPRD
memberikan kesempatan seluas-luasnya”
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19. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
Jawab : untuk anggota DPRD berkarya serta memberikan waktu yang
sebaik-baiknya agar anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan
fungsinya dengan baik™
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TRANSKRIF WAWANCARA

Identitas Informan

1. Nama : Taufik Anwar, SE
2. Jabatan : Ketua Badan Legislasi DPRD Kab. Muratara.
3. Pendidikan : 8.1

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2, Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan
RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?
Jawab : “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran
2015 jumiah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA, hal ini memang
Kabupaten Musi Rawas Utara memerlukan banyak produk hukum
daerah mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara Daerah Otonomi Baru
semuanya harus ada landasan hukum,.”

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?
Jawab : “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran
2015 jumlah RAPERDA berjumiah 44 RAPERDA”, dari 14” Menurut
Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak RAPERDA
yang dibahas ?
Jawab : yang dapat dibahas 14 RAPERDA

5. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?
Jawab : 13 RAPERDA yang disetujui dan 1 RAPERDA yang tidak
dapt disetujui.”

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fongsi Legislasi

6. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/[bu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif datam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?
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4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14, Menurut Bapak/Ibu - bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
15, Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
16. Menurut Bapak/lbu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang .
G. Peluapng dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/[bu apakah di bertkan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
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TRANSKRIF WAWANCARA
Identitas Informan
1. Nama :Bakr, SE
2. Jabatan : Ketua Komisi I DPRD Kab Muratara
3. Pendidikan : 8.1

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujnan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legisiasi?
2. Menurut Bapak/Tbu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2, Standar
B. Standar dari lengsi Legislasi

3. Menurut Bapak/Ibu pada tahun 2015 bagaimana Proses pembahasan
RAPERDA di DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara?

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?
Jawab : “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran
2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam
komisi — komisi sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut.
Seperti komisi I akan membahas RAPERDA tentang pemerintahan,
scperti RAPERDA Tentang tatacara pemilithan Kepala desa ini

merupakan garapan dari komisi L. ™

5. Menurut Bapak/Tbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?
Jawab : “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran
2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Ini dibahas dalam
komisi — komisi sesuai dengan Tupoksi Komisi- komisi tersebut. Dari
44 yang diajukan 14 RAPERDA yang dapat dibahas dan yang dapat
disetujui 13 RAPERDA hanya 1 RAPERDA yang tidak dapat disetujui.

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi
6. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?
7. Menurut Bapak/Ibu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?
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8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

Jawab : “ ketika pembahasan RAPERDA tentu Koordinator berada di
ruangan pembahasan dan memberikan masukan-masukan agar
RAPERDA dapat dibahas sesuai jadwal”

4, Alat atau Sarana
D. Alat atan sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi

9. Menurut Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?

10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?

11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan serana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14. Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
15. Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Pelaang
G. Pecluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan seluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?
Jawab : “ semua orang bebas berkarya di DPRD ini dan saya selaku

ketua komisi [ memberikan kesempatan bagi anggota komisi [ untuk

berkaya “
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18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
Jawab : memberikan waktu secukupnya dan tidak ada interpensi sedikit
pun dari kami selaku ketua komisi selagi tidak keluar dari koridor

hukum yang berlaku.”
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TRANSKRIF WAWANCARA
1dentitas Informan
1. Nama : Pahirin Askad
2. Jabatan : Ketua Komisi 11 DPRD Kab Muratara
3. Pendidikan : SMA Sederajad

Mohon dijawab dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
1. Tujuan
A. Tujuan dari Fungsi Legislasi dan Tujuan Pembentukan PERDA
1. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari fungi Legislasi?
2. Menurut Bapak/Ibu apakah tujuan dari pembentukan PERDA?

2. Standar
B. Standar dari fungsi Legislasi
3. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang diajukan ?
Jawab : “dalam PROLEGDA yang disepakati untuk tahun anggaran
2015 jumlah RAPERDA berjumlah 44 RAPERDA. Kemudian akan di

bahas ditingkat komisi-komisi sesuai dengan bidang masing-masing,”

4. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang bahas ?

Jawab : Kami bahas 14 RAPERDA

5. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 seberapa banyak
RAPERDA yang disahkan menjadi PERDA ?
Jawab : yang di sahkan menjadi PERDA sebanyak 13 RAPERDA”

3. Umpan Balik
C. Umpan Balik dalam menjalankan fungsi Legislasi

6. Menurut Bapak/lbu dalam tahun anggaran 2015 RAPERDA -
RAPERDA yang diajukan bersumber dari manakah?

7. Menurut Bapak/Tbu apakah dalam tahun anggaran 2015 sudah
mengunakan hak inisiatif dalam pembentukaan RAPERDA ?

8. Menurut Bapak/Ibu dalam tahun anggaran 2015 dalam pembahasan
RAPERDA apakah ada arahan atau masukan-masukan  dari
Koordinator Komisi/Pansus ?

4. Alat atau Sarana
D. Alat atau sarana dalam menjalankan Fungsi Legislasi
9. Menumt Bapak/Ibu sebelum melakukan pembahasan RAPERDA
apakah ada kesepakatan tentang jadwal pembahasan RAPERDA?
10. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah ada
anggaran untuk pembahasan RAPERDA?
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11. Menurut Bapak/Ibu dalam pembahasan RAPERDA apakah Sekretariat
DPRD sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan?

5. Kompetensi
E. Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam mendukung Terlaksananya
fungsi Legislasi
12, Mcnurut Bapak/Ibu bagaimana pendidikan Anggota DPRD dalam
menjalankan fungsi Legislasinya ?
13. Menurut Bapak/Ibu bagimana pengalaman dan pelatihan Anggota
DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?
14, Menurut Bapak/Ibu bagimana Sumber Daya Manusia sebagai
penumjang Anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasinya ?

6. Motivasi
F. Motivasi dalam menjalankan fungsi Legislasi
15, Menurut Bapak/Ibu apakah intensif bagi Anggota DPRD sudah
sesuai?
16. Menurut Bapak/Ibu apakah PERDA yang dihasilkan DPRD sangat
dibutuhkan?

7. Peluang
G. Peluang dalam menjalankan fungsi Legislasi

17. Menmurut Bapak/Ibu apakah kesempatan diberikan scluas-luasnya dalam
pembahasan RAPERDA?

18. Menurut Bapak/Ibu apakah di berikan waktu yang cukup dalam
berkarya yaitu pembahasan RAPERDA?
Jawab : memberikan waktu secukupnya dan tidak ada interpensi sedikit
pun dari kami selaku ketua komisi selagi tidak keluar dari koridor
hukum yang berlaku.”
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ABSTRAK

KINERJA DPRD DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI DI
DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA SELATAN BELUM EPEKTIF

MUHAMAD ALAMUDI

Kata Kunci : Kinerja DPRD, Fungsi Legislasi DPRD

Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB)
berdasarkan Undang — Undang Nomor : 16 tahun 2013 tentang pembentukan
Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Sclatan. Berdasarkan Undang
— Undang Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah penganti dari
Undang — Undang Nomor 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) memiliki 3 (tiga) fungsi pokok yaitu pembentukan PERDA, Anggaran
dan Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara dapat menghasilkan Produk hukum Daerah berupa Peraturan Daerah
(PERDA).

DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai Badan Legialasi di daerah yang
fungsinya membentuk Produk hukum daerah. Maka penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kinerja DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan
fungsi Legislasi, dengan mengunakan teori Hersey dkk.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
Dalam penelitian ini mengunakan metode wawancara, observasi dan study
kepustakaan. Teknik pengumpulan data adalah data Primer dan data Skunder.
Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif deskeriptif.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara dalam menjalankan fungsi Legislasinya
belum dapat memenuhi standar yang discpakati. RAPERDA yang disepakati
dalam Produk Hukum Daerah sebanyak 44 (empat Puluh empat) RAPERDA. Dari
44 (empat puluh empat) RAPERDA, 14 (empat belas) RAPERDA yang dibahas
dan 13 RAPERDA yang disahkan. Masih kurangnya pengalaman dan pelatihan —
pelatihan yang dimiliki anggota DPRD dalam pembentukan RAPERDA.
Kurangnya jumlah PNS di Sekretariat DPRD. Belum terpenuhinya fasilitas yang
dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
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PEMERINTAH KABUPATEN MUS| RAWAS UTARA’
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Kesehatan Kel. Muara Rupit Provinsi Sumatera Selatan {31654)
Email : Sekwan. muratara@yahoo.com
Muara Rupit

Muara Rupit, 19 Februar 2016

Nomor : 175/ 8 | Setwan/ 2016 Kepada
Sifat -
Lampiran : - Yth. Kepala UPBJJ-UT Palembang
Perihal  : Jzin Pengumpulan Data Penelitian gi-
Palembang

Sehubungan dengan Surat dan Kepala Unit Program Belajar Jarak
Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Palembang. Nomor :
B828/UN31.28/LL/2016, tanggal 17 Februari 2016, perihal Permohonan Izin
Pengumpulan Data Penelitian, atas nama :

Nama : MUHAMAD ALAMUDI
NIM . 500632594
Judul : Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi

Legislasi di Daerah Otonomi Baru Kabupaten
Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Andries Lionardo, M.Si
2. Lisman Manurung,M.Si,Ph,D
Pada prinsifnya kami mengizinkan dan setuju untuk melakukan survey
dan pengumpulan data penelitian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi
Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan Sebagaimana Judul TAPM dimaksud

Demikian, atas partisipasi serta kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Muara Ruplt 19 Februari 20186

Tembusan : disampaikan ke Yih.

Bupati Musi Raweas Utara (Sebagai Laporan)
Inspektur Kabupaten Musi RawasUtara
Kepala BKPP Kabupaten Musi Rawas Utara
Mahasiswa ybs.
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sy, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA‘f-i“
e § KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

Jalan Kesehatan Kec Muara Rupit Provinsi Sumatera Selatan {31654)
Email ; Sekwan. muratara@Yahoo.com

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 13/ KPTS / DPRD / II / 2015.

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
KABUPATEN MUST RAWAS UTARA TAHUN 2015.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rengka tertib administrasi dan peningkatan kualltas
penyusunan Peraturan Daerah periu disusun program legislasi deerah -
secara terarah, terkoordinasi dan terpady setiap tahun;

-~ b. balwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dengan
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Program Legislas]
Daerah Tahun 2015. _

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan b diatas, periu ditetapkan Program tegislasi Daerah Kabupaten
Musl Rawas Utara Tahun 2015 dengan Keputusan DPRD Kabupaten
Musl Rawas Utara,

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik-Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2. Undang-Undang Repubiik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negar@ Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesla Nomor 4355);

-3. Undang-tUndang Republik Indonesla Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

. . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesla Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

" 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang — undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesla Nomor 5234);
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6. Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara dl Provinsi Sumatera
Selatan {Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

112, Tambahan lembaran Negara Nomor 5429 );

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomgr 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

9, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah {Lembaran Negaré Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, {Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun
2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578); _

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tertang Laporan
Tentang Penyelenggaraan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasl Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik
Indonesla Nomor 4693);

12. Peraturan Menterl Dalam Negerd Nomor 13 Tahun 2006 tentang

- Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, .sebagaimana telah diubah
beberapa kall terakhir depgan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negerl Nomor 13 T‘alhun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertlb Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 22 Tahun 2010,
Tambahan Lembaran Republik Indonesla Nomor 5104):

14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Must Rawas
Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Tertlb Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas
U@ra Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Mus| Rawas Utara.
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Musl Rawas Utara Nomor 1 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musl Rawas Utara Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU : Menyetujui Program Legisiasi Daerah (PROLEGDA) Kabupaten Musi
) Rawas Utara Tahun 2015,
KEDUA : Progrem Legislasi Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara sebagaimana
- dmaksud diktum KESATU, adalah sebagabmana tercantum dalem
lampiran yang merupai@n bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA : Dalam keadaan testentu, DPRD atau Bupatl Musi Rawas Utara, dapat
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dliuar program Legislasi
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
KEEMPAT : Keputusan ini mutai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
. bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dikemudlan harl temyata terdapat
kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini,
Ditetapkan di Muara Rupit-
pada tanggal 19 Mei 2015,
(ILAN RAKYAT DAERAH
* Tembusan disampaikan kepada Yth :
" 1. Bapak Gubernur Sumatera Selatan di Palembang.
2. PJ. Bupatl Musl Rawas d! Rupit
3. Ketua - ketua Fraksl DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
4, Ketua — ketua Komisl DPRD Kabupaten Musl Rawas Utara.
5. Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara.
6. Ketua Badan Legislasl DPRD Kabupaten Musl Rawas Utara
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Lampiran »  Keputusan DPRD Kabupaten Musi Rawas Utsra
tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Musl Rawas
Utara Tahun 2015
Nomor 1 13 /KPTS/DPRD/T1/2015.
Tanggal : 19 Mel 2015.

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PADA PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROI.EGDA)
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2015

STATUS {BERASAL DARI /| ~ TARGET
No. IEN!,S TENTANG MATERI POKOK BARU | LAMA INSTANS] TERKAIT INISIATIF  [PENYAMPAIAN
1 2, 3 4, . 5. 6. 7. 8. ' 9,
1. |Raperda | Tata cara Pencalonan, Pemiliharn, [Prosedur dan Tatz cara| Baru - 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
Pelantikan dan Pemberhentan |Pencalonan, Pemilihan, Organisasi. Rawas Utara
Kepala Desa v Pelantikan dan P, BPMD.
. Pemberhentian Kepala Desa F Bagiat Tapem.
2. |Raperda | Pembentukan Organisasi dan Tata {Struktur Organisasi dan| Baru - . Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015,
Kerja Lembaga Teknis Daerah {Tata Kerja Lembaga Teknls Organisasi. Rawas Utara
Kabupaten Musl Rawas Utara Daerah .Bagian Kepegawalan dai
A Dikdat
. Bagian TAPEM
3. |Raperda | Penetapan- Logo/Lambang |Penetapan lambang | Baru - L. Baglan Hukum dan| Bupat Musi 2015.
Kabupaten Musi Rawas Utara . [Kabupaten Musi Rawas | Organisasl Rawas Utara
. Utara R Kantor Pariwisata
4, |Raperda | Penetapan Harj Jadl Daerah Otonemi [Penetapan hari = jadi | Baru - L. Baglan Hulaum dan | Bupati Musi 2015,
Baru Kabupaten Mus{ Rawas Utara  [Kabupaten Musi Rawas Organtsasl Rawas Utara
Utara P. Kantor Pariwisata
5. |Raperda | Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah  [Tata Cara Pemilihan Kepala | Baru - | Bagian Hukum dan | Bupatl Musi 2015,
Daerah Organisasi, Rawas Utara
- E. BPMD.
B. Baplan Tapem.
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6. [Raperda | Retribusi Pelayanan Parkir di tepi |Prosedur Pajak dan tarf| Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
jalan Umum pajak Organlsasi. Rawas Utara
2. DPPKAD
B, Bappeda
la. BPMTP
7. |Raperda | Struktur Organisasf{ dan Tata Kerja [Strulktur Organisasi dan| Baru . Bagian Hukum dan | Bupati Mus! 2015,
Dinas Daerah ' Tata Kerja Dinas Daerah Organlsast Rawas Utara :
' . Bagian Kepegawaian daj
v/ Dikiat
_ . Baglan TAPEM
8. {Raperda | Susunan Organisas! dan Tata Kerfa [Susunan Qrganisasi dan| Baru Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015,
Sekretarfat Daerah dan Sekrewariat [Tata Kerfa  Sekretarlat Organisasi. Rawas Utara
DPRD Kabupaten Mus{ Rawas Utara (Daerah dan Sekretariat .Bagian Kepegawaian daj
, ' . DPRD  Kabupaten Mus Diklat
, v Rawas Utara . Bagian TAPEM
. Setwan
9. |Raperda | Retribusi Pelayanan Pasar Pemungutan Retribusi | Baru L. Bagian Hulknm dan| Bupat Musi 2015,
Pelayanan Pasar : ' Organisasi. Rawas Utara
DPPKAD
. Bappeda
1. BPMPT
10, [Raperda | Izin Mendirikan Bangunan dan HO  [Prosedur IMB dan Tarif | Baru 1, Bagian Hulum dan ! Bupati Musi 2015.
' pajak : Organisasi, Rawas Utara
. OPPKAD
. Bappeda
. BPMPT
11.[Raperda | Pokok - pokek pengelolaan {Pengelolaan keuvangan | Baru . Bagian Hukuin dan | Bupatl Musi 2015,
keuangan daerah daerah Organisasi. Rawas Utara :

. DPPKAD
. Bappeda
. BEMPT
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12.|Raperda | Pajak Daerzh dan Retribusi Daerah  [Prosedur pajak daerah dan | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupat Musi 2015,
Tarif pafak OrganisasL Rawas Utara
E. DPPKAD
. Bappeda
. BPMPT . .
13.|Raperda | Pemekaran Desa di Kecamatan Ulu JPembentukan Desa Baru Baru .Bagian Hukum dan | Bupat Mus! 2015,
Rawas T Organisasi. Rawas Uara
2. BPMD
14, |Raperda ; Penertiban Hewan Ternak Penertiban Hewan Ternak Baru . Bagian Hukum dan | Bupad Musi 2015,
) Organisasi. Rawas Utara
. Dinas Pariwisata
. Sat Pol PP
. Dinas Peternakan
‘ .KKP
15. [Raperda | RTRW Tahun 2015 ~ 2035 Rencana  Tata  Ruang| Baru .Bagian Hukum dan | Bupati Musi - 2015,
Wilayah Kabupaten Musi Organisasi. Rawas Utara .
Rawas Utara. . DPPKAD )
.Bappeda
. BFMPT
16. |Raperda | RPJPD Kabupaten Musi Rawas Utara [Rencana Pembangunan | Baru .Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015,
Tahun 2015- 2025 Jangka Pendek Kabupaten Organisasi Rawas Utara
Musi Rawas Utara DPPKAD
. Bappeda
: , BPMPT
17.[Raperda | Perubahan Struktur Organisasi dari |[Perubahan Struktur | Baru 1. Bagian Hukum  dan| BupatMusi 2015.
Bagian Administrasi Kepegawaian {Organisasi Organisasi. Rawas Utara
dan  Dildat menjadi Badan f Baglan Kepegawaian daj -
Kepegawaian dan Diklat Diklat
18. |Raperda | Pengelolaan Sampah Prosedur Pengelolaan { Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015,
Sampah Organisasi. Rawas Utara
2. KKP

.
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19. [Raperda | Pembentukan Badan Penanggulangan {Struktur Organisasi badan | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupat Musi 2015.
Bencana Alam di Kabupaten Musi  [Penanggulangan  Bencana Organisasi. Rawas Utara
Rawas Utara ; Alam 2. BPMD
3.Bagian Kesahjetraan
20. |Raperda | Pemekaran / Perubahan Dinas [Pemekaran dinas | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupat Musi 2015.
Lingkungan Hidup dari Bagian dinas [Pertarnbangan dan Energ Organisasi Rawas Utara
Pertambangan dan Energi dan |dan Lingkungan Hidup P. Dinas Pertambangan dan LH
Lingkungan Hidup menjadi Badan |menjadi Badan Lingkungan B.Bagian Kepegawaian dai
Lingkungan Hidup. Hidup. Dikdat
21. |Raperda ]} Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur pajak daerah dan| Baru . Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
Tarif pajak Organisasi. - Rawas Utara
. DPPKAD
3. Bappeda
4. BPMPT
22.{Raperda,| Pajak Mineral Logam dan Bantuan jProsedur pajak daerah dan | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015,
{MBLB) Golongan C ‘Tarif pajak Organisasi. Rawas Utara
2. DPPKAD
B. Bappeda
_ . BPMPT
23. |Raperda | Pembentukan Organisasi dan Tata | Struktur Organisasi dan | Baru t. Bagian Hukum dan | Bupat Musi 2015,
Kerja Polisi Pamong Praja dan | Tata Kera Polisi Pamong . Organisasi. Rawas Utara
Perlindungan Masyarakat Praja dan Perlindungan 2. Sat Pol. PP
Masyarakat B.Bagian Kepegawaian da:
Diklat
-24. [Raperda | Nilai Reklame Prosedur pajak daerah dan | Baru . Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
Tarif pajak Organisasi. Rawas Utara
P. DPPKAD
B, Bappeda
. BPMPT
25.|Raperda | Tata Cara Penggunaan Pajak |Prosedur pajak daerah dan | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupat Musi 2015.
Penerangan Jalan dan  Nilai {Tarif pajak Organisasi. Rawas Utara
Pengunaan Tenaga Listrik Negara ' . DPPKAD
. Bappeda
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: . BPMPT
26.|Raperda | Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Prasedur pajak daerah dan | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
sebagai sektor penggunaan Pajak Air |Tarif pajak Organisasi. Rawas Utara
Tanah R. DPPKAD
3. Bappeda
. BPMPT
28. (Raperda | Pedoman pengelolaan belanja hibah |Tata cara pengelolaan hibah | Baru .Bagian Hukom dan | Bupati Musi 2015.
yang berasal dari APBD Kab. Musi jyang berasal dari APBD Kah. Organisasi. Rawas Utara '
Rawas Utara Musi Rawas Utara g DPPKAD
. Bappeda
: . Bagian Kejahteraan
29.iRaperda | Penetapan Harga Jual tenaga listrik [Tarif tenaga listrik yang| Baru r.Bagian "Hukum dan | Bupati Musi 2015,
yang berasal dari bukan perusahaan [berasal dari bukan Organisasi. Rawas Utara
listrik negara perusahaan listrik negara p. DPPKAD
. 3. Bappeda
' #1.Dinas Perhubungan
30.|Raperda | Retribusi  pengendalian menara {Prosedur pajak daerah dan] Baru . Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015,
telekomunikasi Tarif pajak : Organisasi, Rawas Utara
. . DPPKAD
B. Bappeda
.Dinas Perhubungan
31.]Raperda | Pedoman pelaksanaan tata naskah Pedoman pelaksanaan tata | Baru i. Bagian Hukum dan ; Bupati Musi 2015.
dinas di lingkungan Kab. Musi Rawas |naskah dinas Organisasi. Rawas Utara
Uara - N F.Bagian Kepegawaian dat
Diklat
32.|Raperda | Retribusi  Pengujian  Kendaraan |Prosedur pajak daersh dan| Baru .Bagian Hulum dan | Bupati Musi 2015.
bermotor di wilayah Kab. Musi |[Tarif pajak Organisasi. Rawas Utara
Rawas Utara E DPPKAD
. Bappeda
. BPMPT
33.|Raperda | Penetapan Kode Lokasi dan Nomar [Kode Lokasi dan Nomor | Baru .Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
Kode Barang Milik Daerah Pemkab, |Kode Barang Organisasi. Rawas Utara
Muratara £. Bagian Perlengkapan
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34, |Raperda | Pedoman Pemberian  Bantuan [Pedoman Pemberian | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
Beasiswa bagi calon mahasiswa dan |Bantuan Beasiswa Organisasi. Rawas Utara
mahasiswi ' 2. DPPKAD
B. Bappeda
35. [Raperda | Penetapan nilai pajak kiburan Prosedur pajak daerah dan| Baru i.Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
r'l‘arif pajak E Organisasi. Rawas Utara
) . DPPKAD
3. Bappeda
36. |Raperda | Penetapan nilai pajak restoran Prosedur pajak daerah dan| Baru } Bagian Hukum dan | Bupat Musi 2015.
Tarif pajak Organisasi. Rawas Utara
2. DPPRAD
B. Bappeda
37.}Raperda | Penetapan standar uang perjalanan [standar uang perjalanan Baru 1. Bagian Hulum dan | Bupati Musi 2015,
dalam  negeri bagi pengurus ' Organisasi. Rawas Utara
organisasi semi pemerlntah yang 2. DPPKAD
dibebankan dalam APBD Kab. 3. Bappeda
Muratara
38.]Raperda | Retribusi  terminal di  wilayah |Prosedur pajak daerah dan| Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
kabupaten Muratara Tarif pajak Organisasi Rawas Uara
?. DPPKAD
B. Bappeda
39,{Raperda | Susunan organisasi dan tata kerja jSusunan organisasi dan tata | Baru . Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
kecamatan dan kelurahan kerja ~ kecamatan  dan Organisasi. Rawas Utara
' kelurahan E.Bagian Kepegawanan dar
Diklat
40.!Raperda | Kebijakan dan sistem akuntansi [Kebijakan dan  sistem | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
pemerintah Kabupaten Musi Rawas jakuntansi pemerintah Organisasi. Rawas Utara
Utara E DPPKAD
. Bappeda
41.jRaperda  Petunjuk pelaksanaan perjalanan |Prosedur pelaksanaan | Baru 1. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
dinas jabatan dalam negeri bagi |perjalanan dinas Organisasi. Rawas Utara
pejabat negara dan PNS 2. DPPKAD
3. Bappeda
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42. [Raperda | Sistem prosedur' Pengelolaan [Sistem prosedur ! Baru - .Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
keuangan daerah pemerintah Kab, [Pengelolaan keuangan Organisasi. Rawas Utara
Musi Rawas Utara daerah 2. DPPKAD
B. Bappeda,
43. |Raperda | Perubahan AFBD Kabupaten Musi |Perubahan Anggaran Perub ahanfl. Bagian Hukum dan | Bupati Musi 2015.
Rawas Utara Tahun Anggaran 2015 |Pendapatan dan Belanja Organisasi. Rawas litara
. rDaerah P. DPPKAD
v’ B. Bappeda.
44, |Raperda | APBD Kabupaten Musi Rawas Utara {Anggaran Pendapatan dan | Baru - t.Bagian Hultum dan | Bupati Musi 2015.
Tahun Anggaran 2016 Belanja Daerah QOrganisasi. Rawas Utara
< 2. DPPKAD
B. Bappeda.
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
10
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GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR: so /KPTS/II/2015

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a, bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 367 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 17 Tehun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwekilan Rekyat Daerah,
keanggotaan Dewan Perwaldlan Rekyat Daerah
Kabupaten/Kota diresmikan dengan Keputusan Gubernur;

b. - bahwa mengingat Kabupaten Musi Rawas Utara merupakan
Kabupaten yeng dibentuk setelah pemilihen umum, maka
pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Rawas Utara dilakukan dengan cara
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 370 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rekyat, Dewan Permusyawaratan Rekyat,
Dewan Perweakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah; :

‘c. bahwa untuk menindaklanfuti ketentuan Pasal 370 ayat {1}
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rekyat, Dewan Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daereh, dan Dewan Perwakilan Rakyat

" Daerah sebagaimana dimaksud dalam' huruf b, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas telah menerbitkan
Berita Acara Nomor 270/27/BA/KPUMURA/XI/2014
tanggal 11 Desember 2014 dan Keputusan Nomor
270/29/KPTS/KPU MURA/XII/2014 tanggei 1! Desember
2014 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Hasil
Penataan dan Pengisian Keanggotean Dewan Perwakilan
Rakyst Daerah Kabupaten Musi Rawas pada Kabupaten Musi
Rawas Utara; '

d. bahwa Bupati Musi Rawas dengan suratnya tanggal
19 Desember 2014 Nomor 270/580/BKBP/2014, antara lain
menyampaikan berkas hasil rapat pleno penetapan dan
pengisian keanggotaan Dewan . Perwakilan Rakyat Daerah
pada Kabupaten Musi Rawas Utara hasil Pernilu Tahun 2014;
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e. bahwa berdasarkasn pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d,
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peresmian
Pengangkatan  Anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat
Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun
2014-2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat ! Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1814);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
{Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor
5189); -

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5316);

4, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi
Sumatera Selatan (Lemberan Negare Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor- 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5429);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rekyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilann Daerah, dan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor .
182, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor
5564} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyewaratan Rakyat, Dewan Perwaldlan Rekyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5650);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
5589);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor
5104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : ' . - '
KESATU ‘i Meresmikan pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Masa Jabatan Tahun
2014-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji. ’

KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggel ditetapkan dengan

ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki
kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusgn ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Januari 2015

Tembusan :

BN F. T I AT S

. Presiden Republik Indonesia di Jakerta, .

. Ketua Mahkamah Agunhg Repubilk Indonesia di Jakarta,

. Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia di Jakarta,

. Direktur Utama Yayasan Purna Bakt di Jakarta.

- Penjabat Bupati Muai Rawas Utara di Muara Rupit

. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau. b

Masing-masing Ketua Partal Politlk Tingkat Kabupaten Musi Rawas Utara di Muara Rupit.
Yang bersanglautan untuk dipergunakan sebagaimana mestinym.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR so /KPTS/11/2015
TANGGAL 1% Januari - 2015
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.
YANG DIRESMIKAN PENGANGKATANNYA
DAERAH
No NAMA PARTAI POLITIK PEMILIHAN
1 2 3 4
1 | Efriyansyah, S.Sos Partai Gerakan Indonesia Raya | Musi Rawas 5
r—2 Dodoi Kana, Am.Kep Partai Gerakan Indonesia Raya | Musi Rawas 6
3 | Taufik Anwar, SE . Partai Gerakan Indonesia Raya  Musi Rawas 6
4 | Edi Sukamto, SE Partai Hati Nurani Rakyat Musi Rawas 5
S | Hendri i Partai Hati Nurani Rakyat Musi Rawas 5
6 | A. Bastari Ibrahim, SH Partai Hati Nurani Rakyat . Musi Rawas 6
7 | H.A. Suhadak Partai Amanat Nasional Musi Rawas 5
8 | Pahirin Askad Partai Amanat Nasional- Musi Rawas 6
9 |I Wayan Kocap, S.Pd Partai Amanat Nasional Musi Rawas 6
. Partai Demokrasi Indonesia .
10 | Ahmad Yudi Nugraha, M.Kn Perjuangan . - Musi Rawas 5
o Partai Demokrasi Indonesia , .
11 ] Devi Arianto | _ Perjuangan Musi Rawas 6
12 | Hasran Akwa, SH Partai Golongan Karya Musi Rawas 5
13 | Yuliana, S.Tr Partaj Golongan Karya Musi Rawas 6
14| Desi Lesmayanti. S.Pd.I Partai Nasional Demokrat Musi Rawas 5
15 | Rudi Hartono Partai Nasional Demokrat Musi Rawas 6
16 | Muhammad Ruslan, SE Partai Demokrat . Musi Rawas 5
17 | Amri Sudaryono, SE Partai Demokrat Musi Rawas 6
18 { H.M. Asir, S,Pd.] Partai Keadilan Sejahtera . Musi Rawas 5
19 ﬁcprﬁnsyah Samsiar, Partai Keadilan Sejahtera Musi Rawas 6
20 | H. Anang Supri, SH ~ Partal Bulan Bintang Musi Rawas 5
21 | Suyadi, SE Partai Bulan Bintang Musi Rawas 6
{1 22 { Muhamad Hadi Partai Persatuan Pembangunan | Musi Rawas 4
23 ﬁrgl _ 1dil Wahyudin Noor, Partai Persatuan Pembangunan | Musi Rawas 5
24 | Ir. Arjuna Jipri Partai %ﬂﬁgpﬁmm Musi Rawas 6
25 | Bakri Partai Kebangkitan Bangsa Musi Rawas 5
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